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ABSTRAK
Nama : Rabiatul Adawiyah Tuanaya
Nim : 10800111097
Judul : Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan, Biaya Kepatuhan
dan Denda Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang
Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar
Selatan
Penelitian ini berfokus pada aspek sistem administrasi perpajakan, biaya
kepatuhan dan denda dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Mengingat masih
rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
dan menguji secara empiris pengaruh sistem administrasi perpajakan, biaya
kepatuhan dan denda terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan. Variabel yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu sistem administrasi perpajakan, biaya kepatuhan dan denda
sebagai variabel bebas, sedangkan kepatuhan wajib pajak otang pribadi sebagai
variabel terikat.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena menekankan pada
pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan dan
melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Jenis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh dari penyebaran kuesioner
kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar
Selatan. sampel yang diperoleh sebanyak 85 responden. Pengujian hipotesis
penelitian dilakukan dengan menggunakan uji statistik regresi berganda yaitu uji t dan
uji F.
Berdasarkan hasil analisis ditemukan bukti bahwa sistem administrasi
perpajakan, biaya kepatuhan dan denda berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak orang pribadi.
Implikasi dari penelitian ini, diharapkan dapat menjadi salah satu acuan yang
dapat digunakan oleh DJP (Direktorat Jendral Pajak) dalam peningkatan kepatuhan,
kerelaan dan antusiasme Wajib Pajak untuk membayar pajak.
Kata kunci: sistem administrasi perpajakan,biaya kepatuhan, denda dan kepatuhan
wajib pajak orang pribadi
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kepentingan rakyatnya
dengan melaksanakan pembangunan nasional disegala bidang. Dalam rangka
pelaksanakan pembangunan nasional tersebut, Negara membutuhkan dana yang tidak
sedikit. Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan nasional diperoleh dari APBN
yang bersumber dari penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri
diperoleh dari hasil pengelolaan minyak dan gas nasional, serta penerimaan pajak dan
bukan pajak. Sedangkan penerimaan hibah merupakan semua penerimaan negara
yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri, sumbangan lembaga swasta luar
negeri dan pemerintahan luar negeri, termasuk lembaga internasional.
Pajak merupakan sumber APBN terbesar Negara. Dalam berbagai survei
nasional, tercatat 72 % dana APBN berasal dari penerimaan pajak. Pendapatan pajak
merupakan faktor penting ekonomi negara (Malima, 2013). Kecukupan pendapatan
pajak memungkinkan pemerintah untuk mendukung kegiatan mulai dari kegiatan
administrasi, konstruksi infrastruktur dan penyediaan layanan. Penelitian oleh Ebeke
(2010) berkomentar tentang pentingnya Negara  berkembang untuk secara memadai
mengelola sumber pendapatan pajak untuk meningkatkan kecepatan perkembangan
dan pembangunan (dalam Lubua,  2014).
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2Namun kepatuhan Wajib Pajak di tengah masyarakat terhitung minim. Oleh
karena itu isu kepatuhan Wajib Pajak dan hal-hal yang menyebabkan ketidakpatuhan,
serta upaya yang dilakukan untuk mengurangi ketidakpatuhan merupakan agenda
penting di Negara maju apalagi di Negara berkembang. Kepatuhan pajak saat ini
adalah topik masalah, dimana pemerintah sedang mencari cara untuk meningkatkan
efisiensi dalam penerimaan pendapatan pajak untuk membiayai anggarannya
(Maseko, 2014).
Kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua
negara yang menerapkan sistem perpajakan. Berbagai penelitian telah dilakukan dan
kesimpulannya adalah “masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik
(public finance), penegakan hukum (law enforcement), struktur organisasi
(organizational structure), tenaga kerja (employees), etika (code of conduct), atau
gabungan dari semua segi tersebut” (Andreoni dkk, 1998).
Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dilihat
dari banyak perspektif. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan
kewajiban perpajakan masih rendah. Dalam APBN-P 2014, penerimaan pajak
ditargetkan Rp 1.072 triliun. Angka ini naik sebesar Rp76,8 triliun atau tumbuh
sekitar 7,7% dibandingkan dengan target pajak dalam APBN-P 2013 sebesar Rp995,2
triliun. Namun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya mampu mengumpulkan
penerimaan pajak sebesar Rp 981,9 triliun atau 91,5 persen dari target Rp 1.072
triliun di APBNP 2014. Ditjen Pajak mencatat, Wajib Pajak Orang Pribadi, baru
3sekitar 25 juta masyarakat yang telah membayar pajak dari sekitar 60 juta masyarakat
yang seharusnya membayar. Sedangkan untuk Wajib Pajak Badan, Ditjen Pajak
mencatat baru sekitar 520 Wajib Pajak yang membayar pajak dari sekitar 5 juta badan
usaha yang memiliki laba.
Berikut disajikan tabel yang menjelaskan tentang tingkat kepatuhan pajak di
Kantor Pajak Pratama Makassar Selatan dari tahun 2012 hingga 2014.
Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Pajak di Kantor Pajak Pratama Makassar Selatan
Tahun 2012-2014
Tahun Jumlah WP (a) Jumlah SPTTahunan (b)
Kepatuhan (b/a
x 100%)
2012 95.908 55.856 58%
2013 103.708 76.360 74%
2014 116.396 87.506 75%
Sumber: data sekunder yang diolah 2015
Salah satu jenis pajak yang berpengaruh dalam meningkatkan perekonomian
nasional adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif
yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya
kewajiban pajak tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada subjek lain. Maka dari itu
kesadaran dan kepatuhan subjek pajak sangat diperlukan. Pajak penghasilan
dikenakan pada subjek pajak yang berkaitan dengan penghasilan yang diterimanya
atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.
Mengingat pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini
Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan
4penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya self
assessment system dalam pemungutan pajak sejak tahun fiskal 1984. Pada self
assessment system wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk
menghitung,membayar/menyetor dan melaporkan besarnya pajak terutang, sesuai
dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan.
Nampak jelas disini bahwa dalam self assessment system Wajib Pajak lebih
dipandang sebagai subjek bukan sebagai objek pajak. Asri dan Vinola (2009)
mengemukakan sebagai konsekuensi dari tax reform Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan
sanksi pajak.Sistem pemungutan pajak yang berdasarkan atas self assessment system,
Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung menyetor dan melapor
sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
perpajakan. Akan tetapi walaupun telah diberikan kepercayaan, ternyata masih ada
Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Atas kepercayaan yang
diberikan kepada Wajib Pajak, maka diperlukan tindakan untuk meningkatkan
kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pembenaran
untuk denda pajak akan muncul untuk menghidupkan apa yang memotivasi wajib
pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Model pencegahan standar
menyatakan bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban pajak mereka untuk
5menghindari sanksi hukum (seperti denda dan penjara) setiap kali mereka sanksi
diharapkan lebih mahal dari kepatuhan (Doran,2009).
Bagi negara-negara berkembang untuk mendapatkan keuntungan dari
kesempatan yang diberikan oleh globalisasi negara harus mampu memobilisasi
pendapatan fiskal yang memadai. Cara yang paling dapat diandalkan untuk
mendapatkannya adalah dengan administrasi pajak yang efektif. Bagaimana pajak
negara mempengaruhi alokasi dan distribusi sumber daya dan laju pertumbuhan
ekonomi. Selain itu, bagaimanapun, sistem pajak merupakan salah satu tatap muka
utama antara warga dan negara di negara manapun, jadi bagaimana pajak yang
diberikan dapat mempengaruhi tidak hanya masa depan politik pemerintah hari tetapi
juga menyangkut hal yang lebih mendasar yaitu kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah. Administrasi perpajakan dapat memainkan peran penting tidak hanya
dalam membentuk pembangunan ekonomi tetapi dalam mengembangkan negara yang
efektif (Bird,2015).Pendekatan ekonomi standar perpajakan biasanya mengabaikan
masalah kunci dalam administrasi sebagai penggelapan dan penghindaran, biaya
administrasi dan biaya kepatuhan, dan bagaimana konsep pelaksanaan proses
penilaian, pengumpulkan, dan penegakkan pajak antara wajib pajak dan petugas
pajak dapat mengubah efek dari sistem pajak secara mendalam.
Biaya kepatuhan yang terkait dengan pengumpulan pajak juga relevan dalam
konteks ini. Apakah untuk biaya atau alasan politik, atau keduanya, banyak negara
dalam beberapa tahun terakhir telah mengurangi peran self-assessment dalam pajak
penghasilan dengan menggunakan 'pra-diisi' kembali (OECD 2006) dengan banyak
6bahkan semua informasi yang diisi di administratif, dan peran utama wajib pajak
hanya cukup untuk menandatangani dan mengirimkan sejumlah beban pajak yang
telah dihitungkan oleh pihak administrastif. Singapura telah mengambil pendekatan
ini lebih ekstrim lagi dengan tidak hanya memungkinkan sebagian besar pembayar
pajak untuk tidak mengisis dokumen apapun yang berkaitan dengan pembayaran
pajak bahkan pendebetan rekening bank mereka untuk pajak dihitungkan oleh
pemerintah (Bird, 2015). Alasan ini seharusnya juga perhatian pemerintah karena
dengan pemberlakuan self-assesment system konsekuensinya adalah wajib pajak
harus lebih mengetahui seluk beluk peraturan yang diberlakukan dalam perundang-
undangan perpajakan dan cara perhitungan yang tentunya bisa mempengaruhi
kepatuhan wajib pajak.
Ayat yang dapat dikaitkan dengan kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan
yang telah dibuat oleh pemerintah dalam hal ini untuk membayar pajak terdapat
dalam  Alquran, Qs. An-Nisa [4]: 59 yang berbunyi:
 ّﺎﯾ ْۖﻤُﻜﻨِﻣِﺮَْﻣْﻷا ﻲِﻟُوأَو َلﻮُﺳ ﱠﺮﻟا اُﻮﻌﯿَِطأَو َﮫﱠﻠﻟا اُﻮﻌﯿَِطأ اُﻮﻨَﻣآ َﻦﯾِﺬﱠﻟا ﺎَﮭﱡَﯾأﻲِﻓ ُْﻢﺘْﻋَزَﺎَﻨﺗ نَِﺈﻔ ٍءْﻲَﺷ
 ِۚﺮِﺧْﻵا ِمْﻮَﯿْﻟاَو ِﮫﱠﻠﻟِﺎﺑ َنُﻮﻨِﻣُْﺆﺗ  ُْﻢﺘﻨُﻛ ِنإ ِلﻮُﺳ ﱠﺮﻟاَو ِﮫﱠﻠﻟا ﻰَِﻟإ ُهوﱡدُﺮَﻓ َذ ًﻼﯾِْوَﺄﺗ ُﻦَﺴَْﺣأَو ٌﺮْﯿَﺧ َﻚِﻟ﴿٥٩﴾
Terjemahnya:
“Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan
ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang
7sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.
Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.
Ayat ini ditujukan kepada seluruh kaum Mukmin. Pertama: perintah untuk
menaati Allah Swt., yakni menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.
Kedua: perintah menaati Rasulullah saw. Rasulullah saw. diutus dengan membawa
risalah dari Allah Swt. yang wajib di taati. Karena itu, menaati Rasulullah saw. sama
dengan menaati Zat Yang mengutusnya, Allah Swt. Ketiga: perintah menaati ulil
amri. Dari segi sabab nuzulnya, ayat ini turun berkenaan dengan komandan pasukan.
Ini berarti, topik yang menjadi obyek pembahasan ayat ini tidak terlepas dari masalah
kepemimpinan. Telah maklum, pemimpin tertinggi kaum Muslim adalah khalifah.
Dialah Amirul Mukminin yang memiliki kewenangan untuk mengangkat para
pemimpin di bawahnya, termasuk panglima perang dan komandan pasukan.
Kemudian Allah memerintahkan agar mengembalikan segala perkara yang
diperselisihkan oleh manusia dari perkara-perkara yang merupakan dasar-dasar
agama ataupun cabang-cabangnya kepada Allah dan RasulNya, maksudnya kepada
kitabullah dan sunnah RasulNya.
Alasan lainnya, banyak hadis Nabi saw. yang mewajibkan kaum Muslim
menaati khalifah atau pemimpin. Di antaranya adalah sabda Rasulullah saw.:
 ٍَﺔﯿِﺼْﻌَﻤِﺑ ْﺮَﻣُْﺆﯾ ْﻢَﻟ ﺎَﻣ َهِﺮَﻛَو ﱠﺐََﺣأ ﺎَﻤﯿِﻓ ِﻢِﻠْﺴُﻤْﻟا ِءْﺮَﻤْﻟا ﻰَﻠَﻋ ُﺔَﻋﺎﱠﻄﻟاَو ُﻊْﻤﱠﺴﻟا
8Artinya :
“Mendengar dan menaati seorang (pemimpin) yang Muslim adalah wajib,
baik dalam perkara yang disenangi atau dibenci, selama tidak diperintahkan
untuk maksiat”. (HR al-Bukhari, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ahmad dari
Ibnu Umar ra).
Berdasarkan hadist diatas dijelaskan mengenai pentingnya kita sebagai utusan
Allah di Bumi untuk menaati perintah pemimpin selama tidak diperintahkan untuk
berbuat maksiat. Ahlus Sunnah wal-Jama’ah bersepakat berkenaan kewajiban
mentaati pemimpin dan pihak berkuasa. Mereka juga mewajibkan supaya mematuhi
segala peraturan dan undang-undang yang ditetapkan oleh pihak pemimpin selagi
mana tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara’. Perkara ma’ruf di sini adalah
merujuk kepada urusan yang bukan maksiat dan bukan kemungkaran. Sekiranya
masyarakat diperintahkan supaya melaksanakan perkara-perkara yang diharuskan
(tidak dilarang agama), maka hukum mentaatinya adalah wajib.
Dalam hal ini sebagai Wajib Pajak kita diwajibkan pemerintah untuk
membayarkan pajak sesuai dengan nominal yang seharusnya dibayarkan agar
program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah bisa berjalan lancar sesuai
dengan harapan kita bersama.
Penelitian ini dilakukan mengingat tingkat kepatuhan Wajib Pajak di
Indonesia yang masih rendah dibandingkan dengan Negara-negara di Asia Tenggara
seperti Malaysia dan Thailand. maka peneliti mengambil judul “Pengaruh Sistem
Administrasi Perpajakan, Biaya Kepatuhan dan Denda Terhadap Tingkat Kepatuhan
Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar
Selatan”.
9B. Rumusan Masalah
Melalui media briefing 2014 DJP telah menyusun langkah optimalisasi
penerimaan pajak yang dijabarkan dalam bentuk program kerja strategis. Salah
satunya dengan penyempurnaan sistem administrasi perpajakan dengan dukungan TI
dan kecakapan SDM. Konsekuensi diberlakukannya system self assessment adalah
Wajib Pajak harus mengerti betul mengenai peraturan perundang-undangan yang
diberlakukan dan cara perhitungan pajak yang tepat dan sesuai tetapi masalahnya
kemudian adalah tidak semua Wajib Pajak mengerti akan hal tersebut sehingga
mereka harus mengeluarkan biaya lain selain beban pajak yang memang harus
dibayarkan untuk membayar konsultan pajak maupun orang lain yang lebih mengerti
tentang peraturan perpajakan di Indonesia. Selain masalah penyempurnaan sistem
administrai perpajakan DJP juga membahas mengenai Penguatan penegakan hukum
bagi penghindar pajak untuk memberikan rasa keadilan, maka bagi Wajib Pajak yang
tidak menjalani kewajiban perpajakannya dengan benar akan dilakukan penegakan
hukum mulai dari pemeriksaan, penyidikan dan penagihan
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas dapat ditarik rumusan
masalah sebagai berikut :
1. Apakah sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat
kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi ?
2. Apakah  biaya kepatuhan  berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib
Pajak orang pribadi?
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3. Apakah denda berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang
pribadi ?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :
a. Menguji apakah sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat
kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi
b. Menguji apakah biaya kepatuhan  berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan
Wajib Pajak orang pribadi
c. Menguji apakah denda berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak
orang pribadi
2. Manfaat penelitian
a. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan
fenomena yang terjadi pada perilaku Wajib Pajak menggunakan teori yang telah ada
yaitu teori behavioral change dan rational expectation . Teori behavioral change
yang mengasumsikan bahwa ketika ada masalah  yang berkaitan dengan perilaku;
harus ada faktor yang berkontribusi terhadap masalah. Beberapa faktor tersebut
adalah pengetahuan, sikap, niat, dukungan interpersonal, kondisi lingkungan dan
organisasi.Teori rational expectation menyatakan bahwa pembayar pajak (taxpayers)
mempertimbangkan probabilitas mereka diperiksa dan didenda dalam kasus
penggelapan pajak. Menurut teori tersebut, pembayar pajak hanya akan taat terhadap
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aturan pajak jika terdapat kemungkinan besar mereka akan diperiksa dan jika denda
pajaknya tinggi. Penelitian ini mencoba untuk memberikan solusi terhadap upaya
peningkatan dalam sistem perpajakan dengan memasukkan faktor sistem administrasi
perpajakan dan penurunan biaya kepatuhan dan denda yang diharapkan dapat
berkontontribusi terhadap masalah rendahnya kepatuhan Wajib Pajak
b. Manfaat Praktis
Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan yang
dapat digunakan oleh DJP (Direktorat Jendral Pajak) dalam peningkatan kepatuhan,
kerelaan dan antusiasme Wajib Pajak untuk membayar pajak.
c. Manfaat Regulasi
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah untuk
mengatasi persoalan minimnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam upaya
meningkatkan pendapatan pajak yang akan digunakan sebagai alat untuk mencapai
tujuan-tujuan yang telah ditetapkan pemerintah dalam mengatur perekonomian untuk
mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tepat sasaran.
D. Sistematika Penulisan
Penulisan skripsi ini disajikan dalam. Tiap-tiap bab akan disusun secara
sistematis sehingga menggambarkan hubungan antara satu bab dengan bab lainnya,
yaitu:
BAB I: PENDAHULUAN
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Bab ini memberikan gambaran mengenai latar belakang masalah, rumusan
masalah, hipotesis,definisi operasional, kajian pustaka, tujuan dan manfaat
penelitian, serta sistematika penulisan.
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini menguraikan mengenai definisi konseptual dan landasan teori yang
digunakan untuk membantu memecahkan masalah penelitian.
BAB III: METODE PENELITIAN
Bab ini menguraikan tentang jenis dan waktu penelitian, pendekatan
penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode
pengumpulan data, instrumen penelitian dan metode analisis data.
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
Bab  Hasil  Penelitian  dan  Analisis  berisi  tentang  deskripsi  objek
Penelitian meliputi: identifikasi dan klasifikasi responden, serta analisis
data antara lain tentang: uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji
hipotesis. Serta intepretasi hasil meliputi: interpretasi persamaan regresi
dan analisis data.
BAB V : PENUTUP
Bab Penutup berisi tentang kesimpulan  hasil  penelitian dan saran
penelitian.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian Teori
1. Teori Perubahan Perilaku (Behavioural Change)
Teori perubahan digunakan untuk memprediksi perubahan perilaku, yang
mengasumsikan bahwa ketika ada masalah  yang berkaitan dengan perilaku; harus
ada faktor yang berkontribusi terhadap masalah. Beberapa faktor tersebut adalah
pengetahuan, sikap, niat, dukungan interpersonal, kondisi lingkungan dan organisasi.
Teori mengasumsikan bahwa pendidikan membawa perubahan terhadap
faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masalah yang dijelaskan diatas, dan dengan
pengetahuan mengenai perpajakan diharapkan dapat mengubah perilaku ini
(Machogu, 2013). Salah satu dari penggagas, Saint-Simon, sependapat dengan kaum
intelektual Sosialisme Utopis lainnya menegaskan bahwa pendidikan memainkan
peran penting dalam pembentukan watak manusia (Mulawarman, 2014).
Perilaku individu atau kelompok sangat dipengaruhi oleh motivasi yang dapat
menimbulkan dan mengarahkan perilaku. Besarnya motivasi akan berpengaruh
terhadap intensitas perilaku dan kesesuaian dengan tujuan perilaku.
Perilaku adalah suatu reaksi psikis seseorang terhadap lingkungannya. Dalam
pengertian umum perilaku adalah segala perbuatan tindakan yang dilakukan makhluk
hidup. Perilaku adalah suatu aksi dan reaksi suatu organisme terhadap lingkungannya.
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Hal ini berarti bahwa perilaku baru berwujud bila ada sesuatu yang diperlukan
untuk menimbulkan tanggapan yang disebut rangsangan. Dengan demikian suatu
rangsangan tentu akan menimbulkan perilaku tertentu pula.
Proses pembentukan dan atau perubahan perilaku dipengaruhi oleh beberapa
faktor yang berasal dari diri individu itu sendiri, antara lain susunan syaraf pusat,
persepsi, motivasi, emosi dan belajar. Susunan syaraf pusat memegang peranan
penting dalam perilaku manusia, karena perilaku merupakan perpindahan dari
rangsangan yang masuk ke respon yang dihasilkan.
Perubahan perilaku dalam diri seseorang dapat diketahui melalui persepsi.
Persepsi ini adalah pengalaman yang dihasilkan melalui indra penglihatan,
pendengaran dan sebagainya. Dalam hal ini persepsi wajib pajak terbentuk
berdasarkan pengalamannya dalam penerapan sistem administrasi perpajakan yang
diberlakukan oleh DJP dengan penggunaan TI , perbaikan SDM , organisasi dan
pelaksanaan good governance.
Selain kondisi lingkungan perubahan perilaku juga dipengaruhi oleh
pengetahuan. Pengetahuan pajak merupakan salah satu faktor penting yang
mempengaruhi  sikap individu (Kołodziej, 2011). Dalam hal ini dengan pengetahuan
pembayar pajak mengenai perundang-undangan perpajakan serta cara perhitungan
pajak yang tepat dan sesuai akan mempengaruhi perilaku wajib pajak terhadap
masalah kepatuhan.
Seseorang yang memiliki pengetahuan mengenai sesuatu hal tentu akan
berbeda dengan orang lain yang tidak mengetahui sama sekali mengenai hal tersebut.
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Sama halnya dengan masalah perpajakan  Wajib Pajak yang tidak mengetahui
perundang-undangan perpajakan tentu harus mengeluarkan biaya lebih untuk
membayar konsultan pajak maupun orang lain yang lebih mengetahui mengenai seluk
beluk perpajakan dan cara perhitungan pajak yang tepat dan sesuai dan hal ini dapat
berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak dalam kepatuhan pajaknya.
Perubahan perilaku yang terjadi merupakan usaha sadar dan disengaja dari
individu yang bersangkutan. Begitu juga dengan hasil-hasilnya, individu yang
bersangkutan menyadari bahwa dalam dirinya telah terjadi perubahan, misalnya
pengetahuannya semakin bertambah atau keterampilannya semakin meningkat,
dibandingkan sebelum dia mengikuti suatu proses belajar.
Menurut Siahaan 2010:103 (dalam Kusuma, 2013),  kesadaran masyarakat
membayar pajak sangat dipengaruhi oleh  pendidikan. Hal ini karena semakin tinggi
pengetahuan masyarakat maka akan semakin mudah pemerintah untuk menyadarkan
masyarakat bahwa dalam kehidupan tidak ada satu pun yang dapat diperoleh tanpa
membayar atau mengorbankan sesuatu, yaitu salah satunya adalah dengan membayar
pajak.
Melihat kondisi perpajakan saat ini yang menuntut keikutsertaan aktif wajib
pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak
yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai
dengan kebenarannya.
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2. Teori Ekspektasi Rasional (Rational Expectation)
Ide tentang ekspektasi rasional ini sudah lama dikembangkan oleh John Muth
sejak tahun 1961. Teori rational expectation menyatakan bahwa pembayar pajak
(taxpayers) mempertimbangkan probabilitas mereka diperiksa dan didenda dalam
kasus penggelapan pajak. Menurut teori tersebut, pembayar pajak hanya akan taat
terhadap aturan pajak jika terdapat kemungkinan besar mereka akan diperiksa dan
jika denda pajaknya tinggi.
Ekspektasi berdasarkan informasi yang relatif lengkap mengenai sesuatu
persoalan. Ekspektasi tidak hanya berdasarkan pengalaman masa lalu saja tetapi juga
berdasarkan pada keyakinannya tentang kemungkinan yang terjadi di masa depan.
Berdasarkan informasi yang dimiliki tersebut, pembayar pajak bertindak secara
rasional, yaitu melakukan tindakan yang memberikan keuntungan atau kepuasan yang
maksimum atau mencapai sesuatu tujuan dengan biaya yang paling rendah.
Pembayar pajak mengetahui dengan baik implikasi dari berbagai kebijakan
yang akan dijalankan oleh pemerintah. Pengetahuan ini terutama didapat dari
pengalaman di masa lalu. Dari pengalaman ini mereka dapat mengestimasi akibat
yang akan terjadi dari adanya kebijakan pemerintah. Pada saat pemerintah melakukan
kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberlakukan sanksi
(denda), maka ketika kebijakan itu diberlakukan, para pembayar pajak  akan
bertindak melindungi kepentingan mereka. Dengan membayar pajak sesuai dengan
nominal yang memang seharusnya mereka bayarkan agar tidak ada sanksi (denda)
yang didapatkan.
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B. Konsep Pajak
1. Pengertian Pajak
Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang
perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
Rochmat Soemitro menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas
negara berdasarkan undang-undang (yang sifatnya dapat dipaksakan) dengan tidak
mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk
membayar pengeluaran umum.
Smeets menyatakan bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang
terhutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa adanya
kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hak inpidual untuk membiayai
pengeluaran pemerintah.
A. Andriani menyatakan bahwa pajak adalah iuran masyarakat pada negara
(yang sifatnya dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya
menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi
kembali yang dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-
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pengeluaran umum berhubung tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan
pemerintahan.
Suparman Sumawidjaya menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa
barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum guna menutup biaya
produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
2. Jenis pajak
Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat
dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah
pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar
dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Kementerian keuangan. Sedangkan Pajak
Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat
Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan
pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor
Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Untuk
pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak derah, akan dilaksanakan di
Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya
yang dibawahi oleh Pemerintah Daerah setempat (www.pajak.go.id).
Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi:
1. Pajak Penghasilan (PPh)
PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang
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dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal baik dari
Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau
untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan
dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa
keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa
Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang
Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena
Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan
jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain
oleh Undang-undang PPN.
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang KenaPajak tertentu yang
tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang
Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:
a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat
berpenghasilan tinggi; atau
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d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat,
serta mengganggu ketertiban masyarakat.
4. Bea Meterai
Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti
surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan
efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai
dengan ketentuan.
5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah
dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir
seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik
Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Mulai 1 Januari 2010, PBB Perdesaan dan
perkotaan menjadi Pajak Daerah sepanjang Peraturan Daerah tentang PBB
yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan telah diterbitkan. Apabila
dalam jangka waktu dari 1 Januari 2010 s.d Paling lambat 31 Desember
2013 Peraturan Daerah belum diterbitkan, maka PBB Perdesaan dan
Perkotaan tersebut masih tetap dipungut oleh Pemerintah Pusat. Mulai 1
januari 2014, PBB pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak daerah. Untuk
PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan masih tetap merupakan Pajak
Pusat.
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Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun
Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:
1. Pajak Propinsi, meliputi:
a. Pajak Kendaraan Bermotor;
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor;
d. Pajak Air Permukaan;
e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, meliputi:
a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan;
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
g. Pajak Parkir;
h. Pajak Air Tanah;
i. Pajak sarang Burung Walet;
j. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan;
k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
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3. Tarif Pajak
Penentuan besarnya pajak didasarkan  pada tarif yang telah di tetapkan dangan
peraturan perpajakan. Menurut Purwono (2010:14) secara umum dikenal 4 jenis tarif
perpajakan, yaitu :
a. Tarif Proporsional ,
Tarif ini disebut Tarif Sebanding atau Tarif Sepadan, yaitu tarif berupa persentase
yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak. Semakin tinggi dasar
pengenaan pajak semakin besar beban pajak terutang.
b. Tarif Tetap
Tarif ini berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang
dikenakan pajak.
c. Tarif Progresif
Tarif ini berupa persentasi yang meningkat apabila jumlah yang dikenai pajak juga
meningkat.
1) Tarif Progresif Progresif: Kenaikan persentase tarifnya semakin besar.
2) Tarif Progresif  Tetap: Kenaikan persentase tarifnya tetap
3) Tarif Progresif Degresif: Kenaikan persentase tarifnya semakin kecil
Contoh Tarif Progresif dalam Tarif Pajak Pasal 17 Undang-Undang Pajak
Penghasilan Orang Pribadi dalam Negri.
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Tabel 2.1 Tarif Pajak Progresif
Lapisan Penghasilan Kena  Pajak Tarif Pajak
1. Sampai dengan Rp. 50.000.000 5%
2. Rp. 50.000.000 s.d Rp. 200.000.000 15%
3. Rp. 250.000.000s.d Rp. 500.000.000 25%
4. Di atas Rp. 500.000.000 30%
Sumber: Mardiasmo (2011)
4) Tarif Degresif
Tarif ini berupa persentase yang semakin kecil apabila jumlah yang dikenai
pajak semakin besar, sehingga merupakan kebalikan dari tarif pajak progresif.
4. Manfaat Pajak
Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga,
perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos
pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak,
sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang
pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai
proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan,
sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang
yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka
memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai
saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan
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dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak
juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat
dan juga membayar utang negara ke luar negeri. Pajak juga digunakan untuk
membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal. Dengan demikian jelas
bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam
menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Disamping
fungsi budgeter (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi
redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang
lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu
tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara
baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi
pendapatan. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam
masyarakat dapat dikurangi secara maksimal (www.pajak.go.id).
C. Sistem Administrasi Perpajakan
Administrasi merupakan proses penyelenggaraan bersama atau proses
kerjasama, antara sekelompok orang-orang secara tertentu untuk mencapai suatu
tujuan tertentu yang telah ditentukan dan direncanakan sebelumnya.
Administrasi Pajak dalam arti luas dapat dilihat sebagai fungsi, sistem,
lembaga dan manajemen publik. Administrasi Pajak dalam arti sempit adalah
penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib
pajak, baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun
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di kantor wajib pajak. Yang termasuk dalam kegiatan penatausahaan (clerical works)
adalah pencatatan (recording), penggolongan (classifying) dan penyimpanan (filing).
( https://massofa.wordpress.com/).
Menurut Ensiklopedi perpajakan yang ditulis oleh Sophar Lumbantoruan,
Administrasi perpajakan (Tax Administration) ialah cara-cara atau prosedur
pengenaan dan pemungutan pajak. Mengenai peran administrasi perpajakan, Liberty
Pandiangan mengemukakan bahwa administrasi perpajakan diupayakan untuk
merealisasikan peraturan perpajakan dan penerimaan negara sebagaimana amanat
APBN.
Reformasi administrasi memiliki tujuan utama untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, untuk
mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga transparansi dan akuntabilitas
penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat bisa
diketahui. Yang ketiga, memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan
pemungutan pajak, terutama adalah kepada aparat pengumpul pajak, kepada Wajib
Pajak, ataupun kepada masyarakat pembayar pajak.
Menurut Chaizi Nasucha, reformasi administrasi perpajakan adalah
penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok,
maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat. Agar reformasi
administrasi perpajakan dapat berhasil, dibutuhkan:
1. Struktur pajak disederhanakan untuk kemudahan, kepatuhan, dan
administrasi,
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2. Strategi reformasi yang cocok harus dikembangkan,
3. Komitmen politik yang kuat terhadap peningkatan administrasi perpajakan.
Menurut Guillermo Perry dan John Walley, di negara-negara berkembang
dimana sistem pajaknya kuat dan struktur pajak telah ditetapkan, reformasi
perpajakan mengacu pada usaha peningkatan administrasi perpajakan. Sasaran
administrasi pajak yakni:
1. Meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak, dan
2. Melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk penerimaan
maksimal dengan biaya yang optimal.
Efektivitas administrasi pajak bukanlah satu-satunya indikator kepatuhan
pajak, di negara-negara yang memiliki derajat ketidakpatuhan wajib pajaknya tinggi,
kemampuan administrasi pajak untuk memungut pajak yang efektif merupakan kunci
pembentukan perilaku pembayar pajak. Menurut Gunadi administrasi perpajakan
dituntut bersifat dinamik sebagai upaya peningkatan penerapan kebijakan perpajakan
yang efektif. Kriteria fisibilitas administrasi menuntut agar sistem pajak baru
meminimalisir biaya administrasi (administrative cost) dan biaya kepatuhan
(compliance cost) serta menjadikan administrasi pajak sebagai bagian dari kebijakan
pajak. Untuk mendukung modernisasi administrasi perpajakan tidak terlepas dari
tujuan dan konsep modernisasi administrasi perpajakan itu sendiri. Konsep dan tujuan
modernisasi menurut Pandiangan (2008:7) adalah sebagai berikut:
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Modernisasi Administrasi Perpajakan yang dilakukan pada dasarnya meliputi:
1. Restrukturisasi organisasi, antara lain:
a. Debirokratisasi,
b. Struktur organisasi berbasis fungsi terkait dengan perpajakan,
c. Dilakukan pemisahan antara fungsi pemeriksaan dengan fungsi keberatan,
d. Adanya segmentasi Wajib Pajak (level operasional) yang dikelola dengan
KPP
e. Adanya “internal audit” dan “change program” unit, dan
f. Lebih efisien dan “customer oriented”.
2. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi  dan
informasi, antara lain:
a. Berbasis teknologi komunikasi dan informasi,
b. Efisien dan “customer oriented”,
c. Sederhana dan mudah dimengerti, dan
d. Adanya built-in control.
3. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia, antara lain:
a. Berbasis kompetensi,
b. Optimalisasi teknologi komunikasi dan informasi,
c. Customer driven, dan
d. Continous improvement.
Sistem administrasi perpajakan yang baik adalah pelayanan prima yang
diberikan kepada Wajib Pajak. Pelayanan sendiri pada sektor perpajakan dapat
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diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak oleh Direktorat
Jenderal Pajak untuk membantu Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.
Pelayanan pajak termasuk dalam pelayanan publik karena: dijalankan oleh
instansi pemerintah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun
dalam rangka pelaksanaan undang-undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba
(Fuadi,2012).
D. Biaya Kepatuhan
Biaya kepatuhan pajak adalah biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan oleh
Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban selain beban pajak yang memang
harus dibayarakan.
Berdasarkan Wikipedia biaya kepatuhan adalah pengeluaran waktu atau uang sesuai
dengan persyaratan pemerintah seperti undang-undang atau peraturan. Biaya
kepatuhan biasanya mencakup semua biaya yang terkait dengan menaati hukum,
termasuk perencanaan dan administrasi, di samping waktu langsung dan uang yang
dihabiskan. Komponen penting dari biaya kepatuhan adalah jasa profesional yang
dibayarkan kepada konsultan eksternal.
Biaya kepatuhan pajak dibagi menjadi tiga yaitu direct money cost dan time
cost. Direct money cost adalah biaya-biaya cash money (uang tunai) yang dikeluarkan
Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak, seperti pembayaran kepada
konsultan pajak dan biaya perjalanan ke bank untuk melakukan penyetoran pajak.
Time cost adalah waktu yang terpakai oleh Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan
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kewajiban pajak, antara lain waktu yang digunakan untuk membaca formulir SPT dan
buku petunjuknya, waktu yang digunakan untuk berkonsultasi dengan akuntan atau
konsultan pajak dalam mengisi SPT, dan waktu yang digunakan untuk pergi dan
pulang ke kantor pajak (Fuadi,2012).
E. Denda
Denda adalah hukuman yang diberikan berupa pembayaran sejumlah uang
karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku. Berdasarkan  Suyatmin ( 2004)
Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban,
tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar
undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi
pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak (dalam Jatmiko,2006).
Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006) menyatakan bahwa denda adalah
sanksi adminitrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan
kewajiban pelaporan.
S.R, Soemarso (2007) menyatakan bahwa sanksi denda juga dapat muncul
oleh karena tindakan Wajib Pajak sendiri atau dimunculkan oleh pihak pajak. Sanksi
Denda pada umumnya, disebabkan oleh kesalahan atau tidak dipenuhinya kewajiban
perpajakan tertentu.
Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa, denda
merupakan sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak atas kewajiban
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pelaporannya. Ketentuan atas pengenaan sanksi berupa denda didasarkan pada UU
No.28 Tahun 2007.
Sanksi berupa denda dikenakan kepada wajib pajak apabila tidak memenuhi
ketentuan sebagai berikut:
Pasal 7 Ayat 1
Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 3 atau batas waktu perpanjangan
penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 4,
dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,00 untuk Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp 100.000,00 untuk Surat
Pemberitahuan Masa Lainnya, dan sebesar Rp 1.000.000,00 untuk Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan serta sebesar
Rp100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang
Pribadi.
Maksud dari pasal 3 ayat 3 adalah batas waktu penyampaian surat
pemberitahuan adalah untuk SPT masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir
masa pajak. Untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi paling
lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak, atau untuk SPT tahunan wajib pajak
badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak. Sedangkan maksud dari
pasal 3 ayat 4 adalah Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan
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secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Pasal 8 Ayat 3
Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan
tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib
Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan
sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai
pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta
sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari
jumlah pajak yang kurang dibayar.
Pasal 14 Ayat 4
Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f masing-masing, selain wajib menyetor pajak
yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari
Dasar Pengenaan Pajak.
Pasal 44b ayat 2
Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah wajib pajak melunasi utang pajak
yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan
ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4(empat) kali jumlah
pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.
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Tabel 2.2 Daftar Denda Administrasi Perpajakan Bagi Wajib Pajak
NO Uraian Penghitungan Sanksi
1. SPT tidak disampaikan dalam jangka
waktu yang telah ditentukan atau batas
waktu perpanjang penyampaian SPT:
a) SPT Masa
1) Pajak Pertambahan Nilai
2) Selain SPT Masa Pajak
Pertambahan Nilai
b) SPT Tahunan
1) Wajib Pajak Orang Pribadi
2) Wajib Pajak Badan
Rp. 500.000
Rp. 100.000
Rp. 100.000
Rp. 1.000.000
2.
Wajib Pajak membetukan sendiri SPT,
setelah Pemeriksaan, sebelum Penyidikan
utang pajak menjadi lebih besar.
150% dari jumlah pajak
yang kurang dibayar
3.
Penerbitan STP:
a) Pengusaha Kena Pajak tidak
membuat faktur pajak tetapi tidak
tepat waktu
b) Pengusaha Kena Pajak tidak mengisi
faktur pajak secara lengkap
c) Pengusaha Kena Pajak melaporkan
faktur pajak tidak sesuai dengan
masa penerbitan faktur pajak
2% dari Dasar Pengenaan
Pajak
4. Keberatan Wajib Pajak ditolak atau
dikabulkan sebagian (catatan: Sanksi
tidak dikenakan jika Wajib Pajak
mengajukan banding)
50% dari jumlah pajak
berdasarkan keputusan
keberatan di kurangi
dengan pajak yang telah
dibayar ssebelum
mengajukan keberatan
5. Banding Wajib Pajak ditolak atau di
kabulkan sebagian
100% dari jumlah pajak
berdasarkan Putusan
Banding di kurangi dengan
pajak yang telah dibayar
sebelum mengajukan
keberatan
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Sumber: Purwono (2010)
F. Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi
Kepatuhan adalah perilaku untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan
aktivitas tertentu sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Kepatuhan Wajib
Pajak adalah perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai
dengan peraturan yang berlaku.
Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi adalah ketaatan, tunduk dan patuh serta
pelaksanakan ketentuan perpajakan oleh Wajib Pajak pribadi . Kepatuhan pajak
pribadi dapat didefinisikan sebagai sejauh mana Wajib Pajak sesuai atau gagal untuk
mematuhi aturan pajak negara mereka.
Menurut Norman D. Nowak kepatuhan wajib pajak adalah suatu iklim
kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi
di mana:
1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.
Menurut Erard dan Feinstein pengertian kepatuhan wajib pajak adalah rasa
bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak
yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.
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Pendapat lain menurut Kiryanto (dalam Jatmiko,2006) tentang kepatuhan
pajak adalah:
1. Wajib pajak paham dan berusaha memahami UU perpajakan
2. Mengisi formulir pajak dengan benar
3. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar
4. Membayar pajak tepat pada waktunya. `
Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang
dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi
pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara
sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan
Indonesia menganut sistem self asessment di mana dalam prosesnya secara mutlak
memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan
melapor kewajibannya.
G. Kajian Pustaka
Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa
hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti, diantaranya:
1. Penelitian yang dilakukan Agus Nugroho Jatmiko (2006) tentang Pengaruh
Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan
Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris
Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). Hasil temuan
menunjukkan bahwa :
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a. Sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda secara parsial memiliki
pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan WP. Hal ini
menunjukkan bahwa makin tinggi sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi
denda maka makin tinggi pula kepatuhan WP.
b. Sikap WP terhadap pelayanan fiskus secara parsial memiliki pengaruh
positif yang signifikan terhadap kepatuhan WP. Hal ini menunjukkan
bahwa makin tinggi sikap WP terhadap pelayanan fiskus maka makin
tinggi pula kepatuhan WP.
c. Sikap WP terhadap kesadaran perpajakan secara parsial memiliki pengaruh
positif yang signifikan terhadap kepatuhan WP. Hal ini menunjukkan
bahwa makin tinggi sikap WP terhadap kesadaran perpajakan maka makin
tinggi pula kepatuhan WP.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurlis Islamiah Kamil (2015) tentang
Pengaruh Wajib Pajak Kesadaran, Pengetahuan, Denda Pajak dan Otoritas
Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak: (Survey pada Wajib Pajak orang pribadi
di Jabodetabek & Bandung) (The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge,
Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Complience: (Survey on
the Individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung). Hasil temuan
menunjukkan bahwa Berdasarkan analisis dan pembahasan penelitian, dapat
disimpulkan bahwa Kesadaran, Pengetahuan, Sanksi Pajak wajib pajak dan
Layanan Pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib
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pajak orang pribadi 'pada Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang, Bekasi dan Bandung
3. Penelitian yang dilakukan oleh Emmanuel Eragbhe dan  Kennedy Prince
Modugu (2014) tentang Biaya Kepatuhan Usaha Kecil Menengah di Nigeria
(Tax Compliance Costs of Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria).
Hasil temuan menunjukkan bahwa UKM Nigeria menanggung cukup tinggi
biaya kepatuhan wajib pajak. Biaya kepatuhan pajak yang cukup tinggi ini
dianggap menghambat inovasi dari UKM setempat oleh karena itu disarankan
agar pengambil kebijakan melakukan penurunan biaya dengan
penyederhanaan dalam prosedur.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Nelson Maseko (2014) tentang Dampak
pengetahuan pajak pribadi dan biaya kepatuhan pada perilaku kepatuhan pajak
UKM di Zimbabwe (The impact of personal tax knowledge and compliance
costs on tax compliance behaviour of SMEs in Zimbabwe). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa, UKM lebih memilih melakukan suap pajak untuk
melaporkan semua urusan pajak mereka karena dengan mengurus urusan
pajaknya sendiri UKM juga akan tetap mengeluarkan biaya . Hal ini
menunjukkan bahwa biaya kepatuhan mempengaruhi UKM untuk
menghindari kepatuhan pajak.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Arabella Oentari Fuadi dan Yenni Mangoting
(2012) tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi
Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
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UMKM. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas
pelayanan petugas pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap
peningkatan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sanksi perpajakan secara parsial
berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
Dan biaya kepatuhan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap
peningkatan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Normala Sheikh Obid (2004) tentang
Pengaruh Sanksi Denda terhadap Kepatuhan Wajib Pajak : Sebuah
Perbandingan  Teori Model (The Influance Of Penalties On Taxpayer's
Compliance: A Comparison Of The Theoretical Models). Pembahasan pada
model teoritis kepatuhan pajak dan bukti empiris menunjukkan bahwa tingkat
hukuman dan tingkat deteksi memiliki pengaruh yang signifikan pada
peningkatan kepatuhan wajib.
H. Hipotesis
Hipotesis menyatakan hubungan yang diduga secara logis antara dua variable
atau lebih dalam rumusan proposisi yang dapat diuji secara empiris.
1. Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi
Sistem administrasi perpajakan yang baik dapat dilihat dari pelayanan prima
yang diberikan kepada wajib pajak. Wajib pajak yang merasa puas atas pelayanan
yang diberikan kepadanya cenderung akan melaksanakan kewajiban membayar pajak
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sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Temuan empiris seperti penelitian Jatmiko
(2006) menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap pelayanan berpengaruh
positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi
sikap wajib pajak  terhadap pelayanan fiskus maka makin tinggi pula kepatuhan
wajib pajak.Penilaian positif masyarakat Wajib Pajak terhadap pelaksanaan fungsi
Negara oleh pemerintah dengan pelaksanaan sistem perpajakan yang baik akan
menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak
Suyatmin 2004 (dalam Jatmiko,2006).
Modernisasi administrasi perpajakan merupakan upaya negara untuk
meningkatkan kepatuhan pajak. Berdasarkan penelitian sebelumnya, ada hubungan
yang signifikan antara administrasi perpajakan modern dan kepatuhan pajak. Hasil
lain adalah adanya hubungan yang bermakna antara administrasi perpajakan modern
dengan sanksi pajak, semangat pajak dan pelayanan pajak, di mana variabel-variabel
ini berpengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap kepatuhan pajak
(Rahman,2014).
Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
H1 : Sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib
Pajak orang pribadi
2. Biaya Kepatuhan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Biaya kepatuhan pajak adalah aspek beban pajak yang tidak sering dibahas
dalam buku teks. Ketika orang berpikir tentang beban pajak yang muncul dipikiran
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kita adalah jumlah pajak yang dibayar oleh pembayar pajak tanpa
mempertimbangkan beban tambahan atau biaya yang dikeluarkan selain jumlah
pajaknya itu sendiri (Eragbhe,2014). Wajib pajak yang tidak mengetahui secara
mendetail mengenai perundang-undangan perpajakan dan tata cara perhitungan
sehingga bisa memperoleh total beban pajak yang harus dibayarakan akan mengalami
kesulitan sehingga harus mengeluarkan biaya kepatuhan untuk membayar konsultan
pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya. Hasil dari penelitian yang
dilakukan oleh Emmanuel Eragbhe dan Kennedy Prince Modugu dari New York
menyebutkan hasil survei mereka menunjukkan bahwa mengurangi biaya kepatuhan
pembayar pajak UKM dengan penyederhanaan akan meningkatkan penerimaan pajak
pemerintah. Tingginya biaya kepatuhan pajak dapat menyebabkan Wajib Pajak
enggan untuk membayar pajak. Penelitian Fuadi (2012) menyimpulkan bahwa biaya
kepatuhan pajak mempunyai pengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Artinya jika biaya kepatuhan pajak semakin tinggi maka kepatuhan pajak semakin
rendah.
Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
H2 : Biaya kepatuhan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang
pribadi
3. Denda Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Hubungan antara denda dan kepatuhan wajib pajak secara parsial memiliki
pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa makin
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tinggi sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda maka makin tinggi pula
kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006).
Wajib Pajak akan membayar pajaknya apabila memandang sanksi denda akan
lebih banyak merugikannya secara finacial. Semakin besar sisa tunggakan pajak yang
harus dibayar wajib pajak , maka akan semakin besar juga denda yang adakan
dibayarkan oleh wajib pajak . Oleh sebab itu sikap wajib pajak  terhadap sanksi denda
diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar
pajak.
Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda
akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus
dibayar Wajib Pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak  untuk melunasinya.
Oleh sebab itu sikap atau pandangan Wajib Pajak terhadap sanksi denda diduga akan
berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak
(Jatmiko,2006).
Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H3 : Denda  berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi
I. Kerangka Pikir
Dampak dari pemberlakuan sistem administrasi perpajakan yang baik,
pertimbangan mengenai biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak dan denda
yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajiban
perpajakannya  adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib
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pajak. Penelitian ini menguji pengaruh sistem administrasi perpajakan (X1) biaya
kepatuhan (X2) dan denda (X3) terhadap tingkat kepatuhan WPOP (Y1). Maka
model hubungan antar variabel untuk penelitian ini digambarkan sebagai berikut :
Gambar 2.1
Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Makassar Selatan
Teori Rational
Expectation dan
Behavioural Change
Sistem Adm. Perpajakan
(X1)
Denda (X3)
Kepatuhan
Wajib Pajak
Orang Pribadi
(Y)
Analisis Data
Kesimpulan
Biaya
Kepatuhan (X2)
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Gambar di atas menunjukkan alur antar variabel. Peneliti ingin mencoba
mengetahui hubungan sistem administrasi perpajakan, biaya kepatuhan dan denda
terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) Pratama Makassar Selatan dengan menggunakan teori rational expectation dan
behavioral change. Pengujian data dilakukan seperti uji kualitas data, aji asumsi
klasik, dan uji hipotesis. Serta interpretasi data dengan menggunakan persamaan
regresi. Dengan begitu, diharapkan menghasilkan kesimpulan sesuai dengan kondisi
sebenar-benarnya.
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BAB III
METEDOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif untuk menguji pengaruh
sistem administrasi perpajakan, biaya kepatuhan dan denda terhadap tingkat
kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Metode kuantitatif adalah metode analisis data
yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menginterprestasikan
data yang berwujud angka-angka untuk mengetahui perhitungan yang tepat tingkat
kepatuhan wajib pajak.
Lokasi penelitian yang dituju adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Selatan
Makassar. Penelitian ini dilaksanakan bulan oktober sampai november 2015.
B. Pendekatan Penelitian
Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-
masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Tujuan penelitian deskriptif
ini adalah untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan
current status dari subjek yang diteliti. Tipe penelitian ini umumnya berkaitan dengan
opini (individu,kelompok atau organisasi), kejadian atau prosedur (Indriantoro,
2009:26)
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C. Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi adalah wilayah generalisasi yang mempunyai kuantitas dan karakter
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulan (Permatasari, 2004:32). Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak yang
terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.
Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Teknik
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non
probability sampling, yaitu metode sampling yang tidak memberi kesempatan atau
peluang yang sama bagi setiap unsur atau populasi untuk dipilih menjadi sampel
(Sugiyono, 2012). Sedangkan jenis non probability sampling yang digunakan adalah
Purvosive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.
Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. Karakter
sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah :
1. Responden tergolong Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)
2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. Telah menjadi WP minimal 1 tahun atau lebih
D. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data subyek, yaitu data
yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau
kelompok orang yang menjadi subyek penelitian (responden). Sumber data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah :
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1. Data primer, yaitu data data penelitian yang diperoleh secara langsung dari
sumber asli tidak melalui media perantara. Data primer ini berasal dari
jawaban responden atas kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak orang
pribadi
E. Metode  Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  dengan
menggunakan kuesioner. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner meliputi
sebagai berikut :
1. Data mengenai gambaran atau profil responden
2. Data mengenai persepsi responden terhadap sistem administrasi perpajakan,
biaya kepatuhan dan denda
Penelitian ini menggunakan survey method, dimana data yang digunakan
untuk penelitian diperoleh dengan pendistribusian kuesioner kepada responden secara
langsung. Alasannya dikarenakan lokasi yang dimaksud adalah tempat-tempat yang
mampu dijangkau peneliti atau dengan kata lain masih berada disekitar kota
Makassar.
Kuesioner diberikan secara langsung kepada responden. Responden diminta
untuk mengisi daftar pertanyaan tersebut, kemudian memintanya untuk
mengembalikannya melalui peneliti yang secara langsung.Kuesioner yang telah diisi
oleh responden kemudian diseleksi terlebih dahulu agar kuesioner yang tidak lengkap
pengisiannya tidak diikut sertakan dalam analisis.
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F. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk
mengumpulkan informasi kuantitatif tentang variabel yang sedang diteliti. Adapun
instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan
kuesioner. Untuk mengukur variable Sistem Adm Perpajakan (X1), Biaya Kepatuhan
(X2) dan Denda (X3) digunakan kuesioner dengan alat ukur menggunakan skala
likert. Alternatif jawaban disusun berdasarkan lima kategori, yaitu :Sangat Setuju
(SS), Setuju (S), Ragu-ragu (R), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS).
Demikian pula dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) juga dengan
menggunakan kuesioner dan diukur dengan menggunakan skala likert.
Untuk mengukur variabel tersebut, digunakan skala Likert lima angka yaitu
mulai dari angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS) dan angka 1 untuk pendapat
sangat tidak setuju (STS) Perinciannya adalah sebagai berikut:
1. Kategori Sangat Setuju (SS) diberi skor 5
2. Kategori Setuju (S) diberi skor 4
3. Kategori Ragu-Ragu  (R) diberi skor 3
4. Kategori Tidak Setuju (TS) diberi skor 2
5. Kategori Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1
47
G. Metode Analisis
1. Uji Kualitas Data
a. Uji Validitas
Suatu instrument pengukur dikatakan valid jika instrument tersebut mengukur
apa yang seharusnya diukur. Dengan kata lain, instrument tersebut dapat mengukur
construct sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Uji validitas yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan validitas construk. Validitas
construk adalah pengujian yang digunakan untuk melihat hubungan antara hasil
pengukuran suatu alat ukur dengan konsep yang melatarbelakanginya.
Uji validitas ini dilakukan dengan menggunakan korelasi antar skor butir
pertanyaan dengan total skor konstruk atau variable (Hasanah, 2010:45). Suatu
kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan
sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas dapat dilakukan
dengan melihat nilai Correlated Item-Total Correlation dengan criteria sebagai
berikut: jika nilai r hitung lebih besar dari r tabel dan nilainya positif (pada taraf
signifikan 5% atau 0,05), maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut
dikatakan valid dan sebaliknya (Ghozali, 2006 dalam Sevrida, 2011).
b. Uji Reliabilitas
Menurut Indriantoro & Supomo (2002) konsep reliabilitas dapat dipahami
melalui ide dasar konsep yaitu konsistensi. pengukuran reliabilitas menggunakan
indeks numeric yang disebut koefisien. konsep reliabilitas menurut pendekatan ini
adalah konsistensi diantara butir-butir pernyataan atau pertanyaan dalam suatu
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instrument. Reliabilitas instrumen diperlukan untuk mendapatkan data sesuai dengan
tujuan pengukuran.
Pengujian reliabilitas yang digunakan adalah One shot atau pengkuran sekali
saja, yang mana pengukuran hanya sekali saja dan kemudian hasilnya dibandingkan
dengan pertanyaan lain atau mengukur konstruk tertentu menunjukkan tingkat
reliabilitas yang digunakan adalah teknik Cronbach alpha yaitu pengujian yang paling
umum digunakan. Suatu variabel dikatakan reliable jika menunjukkan nilai cronbach
alpha lebih besar daripada 0,60 menurut pendapat Nunnally (1967) (Hasanah,
2010:34).
2. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Uji dalam penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah model
regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti
diketahui uji F dan uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi
normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah
sampel kecil. Untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu
dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif
dari distribusi normal. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data
(titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Jika data (titik) menyebar disekitar garis
diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka menunjukkan pola distribusi normal
yang mengindikasikan bahwa regresi memenuhi asumsi normal (Ghazali, 2005:110).
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Uji statistic yang digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji
statistic non-parametrik Kolmogrov-Smirnov (K-S) Artinya jika  nilai Kolmogrov-
Smirnov > 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal.
b.  Uji Multikolonieritas
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Modal regrasi yang
baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen, Jika variabel
independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel
ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variable
independen sama dengan nol. Mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas dapat
dilihat melalui nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF), suatu model regresi
yang bebas dari masalah multikolonieritas apabila mempunyai nilai tolerance lebih
dari 0,1 dan nilai VIF < 10 (Hasanah, 2010 h. 46).
a. Uji Heteroskendastisitas
Uji heteroskendastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan yang lain. Jika varians
dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut
homoskendastisitas dan jika berbeda disebut dengan heteroskendastisitas. Model
regresi yang baik adalah yang homoskendastisitas atau tidak terjadi
heteroskendastisitas. Jika plot membentuk pola tertentu (bergelombang, melebar,
kemudian menyempit), maka dapat mengindikasikan telah terjadi
heteroskendastisitas.
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3. Uji Hipotesis
a. Regresi Berganda
Dalam pengolahan data penelitian ini menggunakan tiga variabel independen
dan satu variabel dependen. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis
adalah metode regresi berganda (multiple regression), yaitu regresi yang digunakan
untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel
dependen, yang digunakan untuk menguji H1, H2, dan H3 dengan pendekatan
interaksi yang bertujuan untuk memenuhi ekpektasi penelitian mengenai pengaruh
variabel sistem adm perpajakan (X1), biaya kepatuhan (X2) denda (X3) terhadap
kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Persamaan regresinya adalah sebagai
berikut:
Y = α0 + β1X1 +β 2 X 2 +β3X3 +εt
Keterangan:
Y : Kepatuhan wajib pajak
α0 : Konstanta
X1 : Sistem Adm Perpajakan
X2 : Biaya kepatuhan
X3  : Denda
Β1...β2 : Koefisien X1...X2
εt : Error
Sumber : Sugiyono (2012)
51
b. Uji R2 (Koefisien Determinasi)
Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan
model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Dalam pengujian hipotesis
pertama koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai R Square (R2) untuk
mengetahui seberapa jauh variabel bebas yaitu pengetahuan tentang pajak, kesadaran
perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai R2
mempunyai interval antara 0 sampai 1 (0 ≤ R2 ≤ 1). Jika nilai R2 bernilai besar
(mendekati 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang
dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika R2 bernilai kecil
berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat
terbatas (Ghozali, 2009).
Dalam pengujian hipotesis kedua koefisien determinasi dilihat dari besarnya
nilai Adjusted R - Square. Kelemahaan mendasar penggunaan R2 adalah bias
terhadap jumlah variabel bebas yangdimasukan ke dalam model. Setiap tambahan
satu variabel bebas maka R2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut
berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Tidak seperti R2, nilai
Adjusted R - square dapat naik atau turun apabila satu variabel independen
ditambahkan ke dalam model (Ghozali, 2009:87). Oleh karena itu, digunakanlah
Adjusted R – Square pada saat mengevaluasi model regresi linier berganda.
c. Uji Regresi Secara Parsial (Uji t)
Uji t dilakukan untuk mengetahui besarnya masing-masing variabel
independen secara individual terhadap variabel dependen. Uji parsial digunakan
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untuk mengetahui apakah variabel independen (X) secara individu berpengaruh
signifikan terhadap variabel dependen (Y). Tingkat signifikansi menggunakan alpa
5% (0,05). Signifikansi 5% artinya penelitian ini menentukan resiko kesalahan dalam
mengambil keputusan untuk menolak atau menerima hipotesis yang benar sebanyak-
banyaknya 5% dan besar mengambil keputusan sedikitnya 95% ( tingkat
kepercayaan).
Jika probabilitas > 0.05 maka Ho diterima dan H1 ditolak
Jika probabilitas < 0.05 maka Ho ditolak dan H1 diterima.
d. Uji f
Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel
independent (X) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel (Y).
Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai F hasil perhitungan
lebih besar dari pada nilai F menurut tabel maka hipotesis alternatif, yang
menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap variabel dependen.
H. Definisi Operasional dan Indikator Variabel
1. Variabel Independen
Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi
variabel lain. Variabel independen dalam tulisan yaitu denda, biaya kepatuhan dan
sistem administrasi perpajakan.
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a. Sistem administrasi perpajakan yang baik adalah dilihat dari pelayanan prima
yang diberikan kepada Wajib Pajak. Wajib pajak yang merasa puas atas
pelayanan yang diberikan kepadanya cenderung akan melaksanakan
kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Variable
ini diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin
Tabel 3.1 Indikator Variabel Sistem Administrasi Perpajakan
Variabel Indikator Sumber
Sistem Administrasi
Perpajakan (X1)
1. Struktur  Organisasi
2. Business Process dan
Teknologi Informasi
dan Komunikasi
3. Penyempurnaan
Manajemen Sumber
Daya Manusia
4. Pelaksanaan Good
Governance
Patsal (2012)
b. Biaya kepatuhan pajak adalah biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan oleh
Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban selain beban pajak yang
memang harus dibayarakan. Variable ini diukur dengan menggunakan skala
likert 5 poin
Tabel 3.2 Indikator Variabel Biaya Kepatuhan
Variabel Indikator Sumber
Biaya
Kepatuha
n (X2)
1. Direct money cost biaya-biaya cash money
(uang tunai) yang dikeluarkan Wajib Pajak
dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak.
2. Time cost waktu yang terpakai oleh Wajib
Pajak dalam melakukan pemenuhan
kewajiban pajak
Fuadi
(2012)
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c. Denda adalah hukuman yang diberikan berupa pembayaran sejumlah uang
karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku. Variable ini diukur
dengan menggunakan skala likert 5 poin
Tabel 3.3 Indikator Variabel  Denda
Variabel Indikator Sumber
Denda
(X3)
1. Sudah sepantasnya keterlambatan
membayar pajak tidak di ampuni
dan harus di kenakan denda.
2. Perhitungan penggenaan sanksi
denda bunga terhadap Wajib
Pajak yang lalai membayar pajak
dilakukan oleh Wajib Pajak yang
bersangkutan.
3. Sanksi yang diberikan kepada
Wajib Pajak harus sesuai dengan
besar kecinya pelanggaran yang
sudah di lakukan.
4. Penerapan sanksi pajak harus
sesuai dengan peraturan dan
ketentuan yang berlaku.
Arum (2012) dan
Jatmiko (2006)
2. Variabel Dependen
Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh
variabel independen. Variabel dependen biasa disebut variabel konsekuensi
(consequent variabel) (Indrianto, 2013). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel
dependen adalah kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kepatuhan wajib pajak orang
pribadi adalah ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan.
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Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai sejauh mana wajib pajak sesuai atau
gagal untuk mematuhi aturan pajak negara mereka.
Tabel 3.4 Indikator Variabel Kepatuhan WPOP
Variabel Indikator Sumber
Kepatuhan
Wajib Pajak
Orang
Pribadi (Y)
1. Paham dan berusaha memahami UU
Perpajakan
2. Mengisi formulir pajak dengan benar
3. Menghitung pajak dengan jumlah yang
benar
4. Membayar pajak tepat pada waktunya.
Nurmiati
(2014)
56
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Perusahaan
a. Sejarah Singkat dan Lokasi Perusahaan
Berdirinya kantor pelayanan pajak (KPP) di seluruh Indonesia didirikan atas
dasar hukum. Pada mulanya KPP di seluruh Indonesia bernama kantor inspeksi pajak
yang bertugas memungut pajak di sekitar Provinsi yang bersangkutan pada tahun
1925. Untuk menampung penghasilan negara dalam bidang perpajakan, maka
pemerintah pada tahun 1953 mendirikan sebuah kantor yang bertugas mengatur
kekayaan negara di bidang perpajakan yang diberi nama “Inspectie Van Financjen”
Sejak kemerdekaan nama tersebut masih dipakai beberapa tahun lamanya
tetapi nama tersebut dipandang tidak sesuai lagi di zaman kemerdekaan, maka pada
tahun 1959 diganti menjadi Kantor Inspeksi Keuangan dan secara nasional menjadi
Direktorat Jenderal Pajak sedang untuk Daerah Tingkat I dengan nama Kantor
Inspeksi Pajak. Pada tahun 1958 nama inspeksi keuangan diganti menjadi inspeksi
pajak, demikian pula wilayahnya yang semakin luas dan perekonomian yang
berkembang seperti Sulawesi maka dirasa perlu untuk dipisahkan menjadi dua bagian
yaitu:
1. Kantor Inspeksi Makassar
Kantor Inspeksi Pajak Makassar wilayahnya meliputi Provinsi Sulawesi
Selatan, Barat dan Tenggara (SUSELBARTRA).
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2. Kantor Inspeksi Manado
Kantor Inspeksi Manado wilayahnya meliputi Sulawesi Utara dan Sulawesi
Tengah.
Pada Tahun 1989 nama kantor inspeksi pajak diganti menjadi Kantor
Pelayanan Pajak sesuai dengan SK Menteri Keuangan RI Nomor:
KEP/276/kmk01/1989 Tanggal 24 Maret 1989. Untuk mengawasi para Wajib Pajak
yang tersebar di Sulawesi Selatan dan Sulawesi tenggara, maka dibangunlah Kantor
Dinas Luar pada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) adalah sebuah lembaga perwakilan milik Direktorat Jenderal Pajak di setiap
daerah yang masing-masing bertugas sesuai fungsinya dalam melaksanakan fungsi
administrasi perpajakan sesuai dengan wilayah kerjanya.
Untuk wilayah Kota Makassar, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terletak dijalan
Urip Sumiharjo KM4 yang diberi nama Gedung Keuangan Negara I (GKN I). Di
wilayah Kota Makassar sendiri Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ) terbagi dalam empat
wilayah kerja, yaitu :
1.   Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar ( 812 ) :
a. Provinsi Sulawesi Selatan
b. Provinsi Sulawesi Barat
c. Provinsi Sulawesi Tenggara
2.   Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara ( 801 ) :
a. Kec. Wajo
b. Kec. Ujung Tanah
c. Kec. Tallo
d. Kec. Bontoala
e. Kec. Biringkanaya
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f. Kec. Tamalanrea
3.    Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat ( 804 ) :
a. Kec. Tamalate
b. Kec. Mariso
c. Kec. Ujung Pandang
d. Kec. Mamajang
4.    Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan ( 805 )
a. Kec. Panakkukang
b. Kec. Manggala
c. Kec. Rappocini
d. Kec. Makassar
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan didirikan sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan No-67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008. KPP Pratama
Makassar Selatan merupakan hasil pemecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Makassar
Selatan dan Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara, yang mengadministrasikan
wajib pajak di 4 kecamatan yaitu Kec.Rappocini, Makassar, Panakkukang, dan
Manggala. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan berkedudukan di
Gedung Keuangan  I, Jalan Urip Sumoharjo Km. 4.
Terhitung mulai Tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No KEP-95/PJ/UP.53/2008 tanggal 19 Mei 2008, KPP Pratama
Makassar Selatan efektif beroperasi dan resmi di launching oleh Menteri Keuangan
pada tanggal 9 Juni 2008. Pada awal mula beroperasi KPP Pratama Makassar Selatan
terdiri dari 1 Pjs. Kepala Kantor, 10 Pjs. Kepala Seksi, 11 Account Representative
dan 54 Pelaksana.
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Selanjutnya dengan diterbitkannya SK Mutasi untuk Eselon IV No KEP-
128/PJ/UP.53/2008 tanggal 9 Juni 2008 dan Mutasi/Pengangkatan pertama
Fungsional pemeriksa pajak serta dengan adanya pegawai yang pensiun, maka sampai
dengan Penyelesaian Mapping ini, KPP Pratama Makassar Selatan terdiri dari 1
Kepala Kantor, 10 Orang Kepala Seksi, 7 Fungsional Pemeriksa Pajak,  11 Account
Representative dan 48 Pelaksana.
Perubahan mendasari dari berlakunya sistem modern ini adalah perubahan
organisasi Kantor Pelayanan dari organisasi berbasis jenis Pajak menjadi organisasi
berbasis fungsi. Disamping itu, dalam melaksanakan tugas hariannya para Pegawai
telah diikat dengan kode etik Pegawai yang di tetapkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 222/KMK.03/2002 Dan No. 506./KMK.03/2004 Tanggal 19 Oktober 2004. Hal
ini di maksudkan agar para Pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal
sehingga berhasil guna dan berdaya guna serta terbebas dari Korupsi, Kolusi dan
Neptisme (KKN) yang pada gilirannya akan mampu mengumpulkan penerimaan
Negara dan Sektor Pajak yang dibedakan setiap tahunnya secara maksimal sehingga
dapat mewujudkan Pemerintah yang baik (GOOD GOVERNANCE) dan Pemerintah
yang bersih (CLEAN GOVERNANCE ).
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.587/KMK.01/2003, Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan mempunyai tugas melaksanakan
Penyuluhan, Pelayanan, dan Pengawasan Wajib Pajak dibidang PPh, PPN Dan PTLL
dalam Wilayah wewenang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
b. Visi dan Misi
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Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan adalah :
1. Visi
“Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelanggarakan sistem dan
menejemen  perpajakan berkelas  dunia, yang dipercaya dan dibanggakan
masyarakat”.
2. Misi
a. Fiskal. Menghimpun penerimaan dalam Negeri dari sektor Pajak yang mampu
menunjang kemandirian pembiayaan Pemerintah  berdasarkan Undang-
Undang Perpajakan dengan tingkat  Efektifitas dan Efesiensi yang tinggi.
b. Ekonomi. Mendukung kebijakan Pemerintah dalam mengatasi permasalahan
Ekonomi Bangsa dengan kebijakan Perpajakan yang Minimizing Distorsion.
c. Politik. Mendukung Proses Demokratisasi Bangsa.
d. Kelembagaan. Senantiasa memperbaruhi  diri, selaras dengan aspirasi
masyarakat dan teknokrasi Perpajakan serta Administrasi Perpajakan mutahir.
c. Nilai-nilai Organisasi
Direktorat Jendral Pajak membangun nilai-nilai organisasi sebagai landasan
bagi pegawai dalam melaksanakan tugas, yaitu :
1. Integritas
Menjalankan tugas dan pekerjaan dengan selalu memegang teguh kode
etik dan prinsip-prinsip moral, yang diterjemahkan dengan bertindak
jujur, konsisten dan menepati janji.
2. Profesionalisme
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Memiliki  kompetensi dibidang profesi dan menjalankan tugas dan
pekerjaan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, serta norma-norma
profesi, etika dan sosial
3. Inovasi
Memiliki pemikiran yang bersifat terobosan dan alternatif pemecahan
masalah yang efektif, dengan memperhatikan aturan yang berlaku
4. Teamwork
Memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan orang atau pihak
lain, serta membangun network untuk menunjang tugas dan pekerjaan.
d. Uraian Jabatan
1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
a. Menetapkan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan
potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi
penerimaan tahun lalu;
b. Menetapkam rencana pencarian data strategis dan potensial dalam
rangka intensifikasi perpajakan;
c. Mengarahkan pengolahan data yang sumber datanya strategis dan
potensial dalam rangka intensifikasi perpajakan;
d. Mengarahkan pembuatan risalah perincian dasar pengenaan
pemotongan atau pemungutan pajak atas permintaan Wajib Pajak
berdasarkan hasil perhitungan ketetapan Pajak;
e. Menjamin pengolahan data guna menyajikan informasi Perpajakan.
62
2. Sub. Bagian Umum
a. Melakukan pengurusan surat masuk Kantor Pelayanan Pajak yang
bukan dari Wajib Pajak;
b. Melakasanakan pengurusan surat keluar dari lingkungan Kantor
Pelayanan Pajak;
c. Melaksanakan pemrosesan berkas atau arsip umum (Non Wajib Pajak);
d. Melaksanakan penyusutan arsip yang tidak mempunyai nilai guna atau
telah memenuhi jadwal retensi arsip;
e. Membimbing pelaksanaan tugas tata usaha Kepegawaian.
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
a. Menyusun estimetis penerimaan Pajak berdasarkan potensi pajak,
perkembangan Ekonomi dan Keuangan;
b. Melaksanakan Pengumpulan dan Pengolahan Data;
c. Melaksanakan Pelayanan peminjaman data dan Penyaluran Informasi
dalam rangka pemanfaatan data Perpajakan;
d. Melaksanakan Pereklaman dan Validasi Dokumen Perpajakan;
e. Melaksanakan Perbaikan (Updating) Data;
f. Melaksanakan Urusan Tata Usaha Penerimaan Perpajakan.
4. Seksi Pelayanan
a. Melaksanakan penerimaan dan penatausahaan surat-surat permohonan
dari Wajib Pajak dan surat lainnya;
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b. Melaksanakan penyelesaian registrasi Wajib Pajak, Objek Pajak dan
atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
c. Melaksanakan penerbitan surat penghapusan nomor pokok Wajib
Pajak (NPWP) dan atau pencabutan penghukuhan Pengusaha Kena
Pajak (PKP), Serta Pematalan Pembetulan STP, SKPKB, SKPKBT,
SKPLB, SKKPP, Pbk, SKB, SPMKP,SPMIB, dan Produk Hukum
lainnya;
d. Melaksanakan penyelesaian proses permohonan Wajib Pajak untuk
pindah ke Kantor Pelayanan Pajak baru, baik domisili atau status
maupun kewajiban Perpajakan lainnya.
5. Seksi Penagihan
a. Menyusun penyesuaian rencana Kerja Tahunan Seksi Penagihan;
b. Melaksanakan penatausahaan SKPKB/SKPKBT/STP/STB Beserta
lampiran dan Surat Pembayaran Pajak (SSP/STTS/SSB) beserta bukti
Pemindahbukuan dalam rangka Pengawasan tunggakan dan Pelunasan
Pajak;
c. Melaksanakan penatausahaan Surat Setoran Bukan Pajak ( SSBP) atas
Pelaksanaan SP dan SPMP;
d. Melaksanakan penatausahaan surat keputusan pembetulan, keputusan
keberatan, keputusan pengurangan, keputusan peninjauan kembali,
surat keputusan pelaksanaan putusan banding beserta putusan banding;
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e. Menyusun Konsep Surat keputusan angsuran atau penundaan
pembayaran Pajak dalam rangka memberikan Pelayanan Kepada
Wajib pajak.
6. Seksi Pemeriksaan
a. Melakukan penyesuaian rencana pemeriksaan pajak agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar;
b. Menyususn daftar nominatif dan / atau lembaran penugasan
pemerikasaan wajib pajak yang akan di periksa;
c. Membuat ususan pembatalan daftar nominatif dan / Lembar
Penugasan Pemeriksaan (LP2) Wajib Pajak yang akan di periksa;
d. Menerbitkan dan menyalurkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak
(SP3) Surat pemberitahuan pemeriksaan pajak dan surat pemanggilan
pemeriksaan pajak;
e. Mengajukan usulan permohonan perluasan pemeriksaan;
f. Melakukan Pengawasan pelaksanaan jadwal pemeriksaan sesuai
dengan rencana yang ditetapkan.
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I-IV
a. Meneliti estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak,
perkembangan Ekonomi dan Keuangan;
b. Meneliti Pengawasan kepatuhan formal wajib pajak serta penelitian
dan analisa kepatuhan Meterial Wajib pajak atas pemenuhan
Kewajiban Perpajakan;
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c. Meneliti pelaksanaan Bimbingan atau Himbauan mengenai ketentuan
Perpajakan serta Konsultasi teknis perpajakan Kepada Wajib Pajak;
d. Menetapkan pembuatan atau pemutakhiran profil wajib pajak srta usul
rncana kunjungan kerja kelokasi Wajib Pajak dalam rangka
Pengawasan dan pemutakhiran data Wajib Pajak ;
e. Meneliti pelaksanaan rekonsilisasi data Wajib Pajak (data matching)
8. Seksi Ekstensifikasi
a. Melakukan pemrosesan dan penatausahaan Dokumen masuk diseksi
Ekstensifikasi Perpajakan;
b. Melaksanakan Surat penerbit, Surat Himbauan untuk ber NPWP;
c. Melaksanakan pencarian data dan potensi perpajakan dalam rangka
pembuatan monografi fisikal;
d. Pelaksanaan penyelesaian permohonan surat keterangan Nilai Jual
Objek Pajak     ( NJOP);
e. Menetapkan penerbitan daftar nominatif untuk usulan SP3 PSL
ekstensifikasi;
9. Kelompok Jabatan Fungsional
Melakukan pemeriksaan pajak yang meliputi :
a. Pemeriksaan lengkap dalam rangka pemenuhan kewajiban penagihan;
b. Pemeriksaan sederhana Kantor dalam rangka Pencatatan dari antara
WP dengan data yang ada pada KPP Pratama Makassar Selatan;
e. Peningkatan Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Modern
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Peningkatan Pelayanan di Kantor Pajak Modern :
1. Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pendaftaran NPWP;
2. Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak (PKP);
3. Pelayanan Penyelesaian Permohonan Restitusi Pajak Pertambahan
Nilai (PPN);
4. Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak
(SPMKP);
5. Pelayanan Penyelesaian Permohonan Keberatan Penetapan Pajak;
6. Pelayanan Penyelesaian Pemberian Ijin Prinsip Pembebasan PPh Pasal
22 Impor;
7. Pelayanan Penyelesaian Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan
PPh Pasal 22 Impor.
8. Pelayanan Penyelesaian Permohonan WP Atas Pengurangan PBB
F. Struktur Organisasi
Kantor Pelayanan Pajak dipimpin oleh seorang kepala kantor dan bertanggung
jawab secara keseluruhan terhadap aktivitas dilingkungan kerjanya, bekerja sama
dengan tiap-tiap bagian yang terkoordinir dalam suatu susunan organisasi guna
memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak.
Adapun susunan struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Makassar Selatan sebagai berikut :
1. Kepala Kantor Pelayanan pajak;
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2. Sub Bagian Umum;
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
4. Seksi Pelayanan;
5. Seksi Penagihan;
6. Seksi Pemeriksaan;
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON);
8. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan;
9. Seksi Kelompok Jabatan Fungsional
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Gambar 4.1
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B. Deskripsi Objek Penelitian
1. Gambaran Umum Responden
Penelitian ini dilakukan terhadap wajib pajak yang terdaftar pada KPP
Pratama Makassar Selatan. Data untuk penelitian ini diperoleh dengan menggunakan
kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada responden yaitu Wajib Pajak Orang
Pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan Jumlah Kuesioner yang disebarkan
berdasarkan wajib pajak yang di temui di KPP Pratama Makassar Selatan yaitu
sebanyak 85 kuesioner.
2. Karakteristik Responden
Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang
terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan dan memiliki NPWP. Berikut ini adalah
gambaran mengenai identitas responden yang terdiri dari jenis kelamin dan tingkat
pendidikan responden,.
a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden
No JenisKelamin Jumlah Presentase
1 Pria 51 60%
2 Wanita 34 40%
Jumlah 85 100%
Sumber: Data primer yang diolah, 2015
85 responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi dari KPP Pratama
Makassar Selatan yang terdiri dari 51 wajib pajak berjenis kelamin laki-laki, dan
wajib pajak berjenis kelamin wanita sebanyak 34.
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b. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Responden
No TingkatPendidikan Jumlah Presentase
1 SMA 45 52,94%
2 S1 30 35,30%
3 S2 8 9,41%
4 S3 0 0%
5 Lainnya 2 2,35%
Jumlah 85 100%
Sumber: Data primer yang diolah, 2015
Tabel 4.2 menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak pada  KPP
Pratama Makassar Selatan yang menjadi responden pada penelitian ini memiliki
tingkat pendidikan SMA yaitu sebanyak 45 wajib pajak atau 52,94% dari jumlah
responden. Tingkat pendidikan S1 sebanyak 30 wajib pajak atau 35,30% dari jumlah
responden. Sedangkan tingkat pendidikan  S2 sebanyak 8 wajib pajak atau 9,41 %
dan lainnya sebanyak 2 wajib pajak atau 2,35%.
C. Deskriptif Variabel
Deskripsi variabel untuk 85 jawaban responden yang dijadikan sampel penelitian
ditunjukkan pada Tabel  berikut ini.
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Table 4.3 Deskripsi Variabel
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std.
Deviation
Sistem Adm
Perpajakan
85 42.00 50.00 47.8824 2.03196
Biaya
Kepatuhan
85 17.00 25.00 20.1765 1.98312
Denda 85 16.00 20.00 18.6000 1.44914
Kepatuhan
Wajib Pajak
Orang Pribadi
85 20.00 25.00 23.2706 1.38348
Valid N
(listwise)
85
Sumber: data primer diolah, 2015
Tabel tersebut menunjukkan kisaran rata-rata (mean) jawaban responden
berada pada nilai atau angka 18,60 sampai 47,88.  Variabel sistem administrasi
perpajakan modern (X1) menunjukkan angka rata-rata terbesar yakni sebesar 47,88
dan titik tengah (median) sebesar 25,00 (2,5 x 10). Nilai rata-rata variabel sistem
administrasi perpajakan modern (X1) lebih besar dibandingkan nilai titik tengahnya,
yaitu 47,88 > 25,00. Nilai rata-rata variabel sistem administrasi perpajakan modern
(X1) sebesar 47,88 lebih mendekati nilai titik maksimum sebesar 50,00 dibandingkan
nilai titik minimum sebesar 42,00. Hal ini berarti responden menanggapi sistem
administrasi perpajakan yang modern  sebagai aspek yang sangat penting untuk
dilaksanakan dan diaplikasikan dalam meningkatkan kepatuhan waji pajak dalam
membayar pajak.
Variabel biaya kepatuhan (X2) menunjukkan angka rata-rata sebesar 20,17
dan titik tengah (median) sebesar 12,50 (2,5 x5). Nilai rata-rata variabel biaya
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kepatuhan (X2) lebih besar dibandingkan nilai titik tengahnya, yaitu 20,17 > 25,00.
Nilai rata-rata variabel biaya kepatuhan (X2) sebesar 20,17 lebih mendekati nilai titik
maksimum sebesar 25,00 dibandingkan nilai titik minimum sebesar 17,00. Hal ini
berarti responden menanggapi biaya kepatuhan yang dikeluarkan wajib pajak sebagai
aspek yang sangat penting untuk dilaksanakan dalam kegiatan membayar pajak.
Variabel denda (X3) menunjukkan angka rata-rata sebesar 18,60 dan titik
tengah (median) sebesar 10,00 (2,5 x 4). Nilai rata-rata variabel sikap denda (X3)
lebih besar dibandingkan nilai titik tengahnya, yaitu 18,60 > 10,00. Nilai rata-rata
variabel denda (X3) sebesar 18,60 lebih mendekati nilai titik maksimum sebesar
20,00 dibandingkan nilai titik minimum sebesar 16,00. Hal ini berarti responden
menanggapi aspek pemberian denda sebagai bentuk hukuman dalam membentuk
sikap kepatuhan wajib pajak.
Variabel kepatuhan wajib pajak (Y)  menunjukkan angka rata-rata sebesar
23,27 dan titik tengah (median) sebesar 12,50 (2,5 x 5). Nilai rata-rata variabel
kepatuhan wajib pajak (Y) lebih besar dibandingkan nilai titik tengahnya, yaitu 23,27
> 12,50. Nilai rata-rata variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 23,27 lebih
mendekati nilai titik maksimum sebesar 25,00 dibandingkan nilai titik minimum
sebesar 20,00. Hal ini berarti responden menanggapi variabel kepatuhan wajib pajak
juga menjadi bagian penting yang dibangun dalam kelancaran kegiatan menbayar
pajak.
Keseluruhan variabel yang terdiri dari sistem administrasi perpajakan, biaya
kepatuhan, denda, dan variabel kepatuhan wajib pajak merupakan unsur-unsur dalam
73
membayar pajak yang sangat penting untuk diimplementasikan pada KPP Pratama
Makassar. Berdasarkan besaran nilai rata-rata variabel tersebut,  sistem administrasi
perpajakan modern menempati prioritas utama untuk diimplementasikan, yaitu
sebesar 47,88, selanjutnya prioritas berikutnya adalah kepatuhan wajib pajak sebesar
23,27, lalu  biaya kepatuhan sebesar 20,17 dan  denda sebesar 18,60. Hal ini
mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak lebih cenderung dibentuk oleh unsur
sistem administrasi perpajakan modern (peringkat pertama berdasarkan nilai rata-rata
variabel) dibandingkan unsur biaya kepatuhan dan denda.
Nilai deviasi standar maupun rata-rata untuk setiap variabel menunjukkan
tanda positif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa walaupun terjadi kesenjangan
yang besar antara nilai tertinggi dengan nilai terendah, namun kesenjangannya masih
dalam arah yang sama (positif) sehingga tidak menimbulkan gejala kesenjangan atau
variasi yang serius.
D. Hasil Uji Kualitas Data
1. Hasil Uji Validitas
Uji validitas (uji kesahihan) adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur
sah/valid tidaknya kuesioner. Uji validitas dilakukan dengan cara menguji kolerasi
antara skor item dengan skor total masing-masing variabel, menggunakan pearson
corelation. Butir pertanyaan dikatakan valid apabila tingkat signifikannya dibawah
0,05.
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Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Administrasi Perpajakan
Butir Pertanyaan PearsonCorelation Sig  (2-Tailed) Keterangan
X1 SAP1 0.685** 0,000 VALID
SAP2 0.749** 0,000 VALID
SAP3 0.804** 0,000 VALID
SAP4 0.741** 0,000 VALID
SAP5 0.394** 0,000 VALID
SAP6 0.472** 0,000 VALID
SAP7 0.290** 0,007 VALID
SAP8 0.273** 0,011 VALID
SAP9 0.258** 0,017 VALID
SAP10 0.552** 0,000 VALID
Sumber : Data primer yang diolah,2015
Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa variabel Sistem Administrasi
Perpajakan (SAP) memiliki nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat
disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam penelitian tersebut valid.
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Variabel Biaya Kepatuhan
Butir Pertanyaan Pearson
Corelation Sig  (2-Tailed) Keterangan
X2 BK1 0.522** 0,000 VALID
BK2 0.585** 0,000 VALID
BK3 0.793** 0,000 VALID
BK4 0.804** 0,000 VALID
BK5 0.836** 0,000 VALID
Sumber : Data primer yang diolah,2015
Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa variabel Biaya Kepatuhan (BK)
memiliki nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa
seluruh item pertanyaan dalam penelitian tersebut valid.
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Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Variabel Denda
Butir Pertanyaan Pearson
Corelation
Sig  (2-
Tailed) Keterangan
X3 D1 0.765** 0,000 VALID
D2 0.741** 0,000 VALID
D3 0.831** 0,000 VALID
D4 0.879** 0,000 VALID
Sumber : Data primer yang diolah,2015
Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa variabel Denda  (D) memiliki nilai
signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item
pertanyaan dalam penelitian tersebut valid.
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan WPOP
Butir Pertanyaan Pearson
Corelation Sig  (2-Tailed) Keterangan
Y KWP1 0,632** 0,000 VALID
KWP2 0,748** 0,000 VALID
KWP3 0,673** 0,000 VALID
KWP4 0,626** 0,000 VALID
KWP5 0,585** 0,000 VALID
Sumber : Data primer yang diolah,2015
Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang
Pribadi (KWP) memiliki nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat
disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam penelitian tersebut valid.
2. . Hasil Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan
indikator dari variabel atau konstruk.Uji reliabilitas ini dilakukan untuk menguji
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konsistensi jawaban dari responden melalui pertanyaan yang diberikan, menggunakan
metode statistic Cronbach Alpha dengan signifikansi yang digunakan lebih dari (>)
0,6. Adapun hasil dari pengujian reliabilitas adalah sebagai berikut:
Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Cronbach'sAlpha Keterangan
Sistem Administrasi Perpajakan
(X1) 0.739 Reliabel
Biaya Kepatuhan (X2) 0.763 Reliabel
Denda (X3) 0.814 Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0.726 Reliabel
Sumber : Data primer yang diolah, 2015
Tabel  4.8 menunjukkan bahwa variable Sistem Administrasi Perpajakan ,
Biaya Kepatuhan, Denda dan Kepatuhan Wajib Pajak mempunyai nilai cronbach’s
alpha lebih besar dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa item pertanyaan dalam
penelitian ini bersifat reliabel. Sehingga setiap item pertanyaan yang digunakan akan
mampu memperoleh data yang konsisten dan apabila pertanyaan diajukan kembali
maka akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.
E. Hasil Uji Asumsi Klasik
1. Hasil Uji Normalitas
Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model
regresi, error yang dihasilkan mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Dalam
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penelitian ini untuk menguji normalitas data digunakan grafik Normal P-P Plot of
Regression Standardized Residual yang hasil pengujiannya dapat dilihat pada gambar
di bawah ini:
Gambar 4.2
Hasil Uji Normalitas
Sumber : Data primer yang diolah, 2015
Berdasarkan gambar 4.2 terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal,
serta arah penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa
model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.
2. . Hasil Uji Multikolinieritas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang
tinggi antara variabel-variabel independen dalam suatu model regresi linear berganda.
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Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel independennya, maka
hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependennya menjadi
terganggu. Untuk menguji multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai
VIF (Variance Inflation Faktor). Jika nilai VIF < dari 10 dan nilai tolerance > 0,1
maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas (Ghozali, 2006).
Hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficientsa
Model
Collinearity Statistics
Tolerance VIF
1
(Constant)
Sistem Adm
Perpajakan 0.928 1.078
Biaya Kepatuhan 0.935 1.070
Denda 0.966 1.036
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib pajak
Sumber : Data yang diolah, 2015
Berdasarkan tabel 4.9 terlihat bahwa variable sistem administrasi perpajakan,
biaya kepatuhan, denda memiliki nilai tolerance diatas 0,1 dan VIF lebih kecil dari
10. Hal ini berarti dalam model persamaan regresi tidak terdapat gejala
multikolonearitas sehingga data dapat digunakan dalam penelitian ini.
3. . Hasil Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah terdapat
ketidaksamaan varians pada residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain.
Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode scatterplotdi mana
79
penyebaran titik-titik yang ditimbulkan terbentuk secara acak, tidak membentuk
sebuah pola tertentu serta arah penyebarannya berada di atas maupun di bawah angka
0 pada sumbu Y. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar di
bawah ini:
Gambar 4.3
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber : Data yang diolah, 2015
Berdasarkan gambar 4.3 grafik scatterplot menunjukkan bahwa data tersebar
pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola yang jelas dalam penyebaran data
tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heterokedaktisitas pada model
regresi tersebut, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi
kepatuhan wajib pajak dengan variabel yang mempengaruhi yaitu sistem administrasi
perpajakan, biaya kepatuhan dan denda.
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F. Hasil Uji Hipotesis
1. Analisis Regresi Linear Berganda
Setelah hasil uji asumsi klasik dilakukan dan hasilnya secara keseluruhan
menunjukkan model regresi memenuhi asumsi klasik, maka tahap berikut adalah
melakukan evaluasi dan interpretasi model regresi berganda.
Tabel 4.10 Model Persamaan Regresi dan Uji Parsial (Uji t)
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta
1
(Constant)
6.490 2.813 2.307 .024
Sistem Administrasi
Perpajakan .383 .047 .562 8.156 .000
Biaya Kepatuhan
-.255 .048 -.365 -5.319 .000
Denda
.193 .064 .203 3.000 .004
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber : Data yang diolah, 2015
Berdasarkan tabel diatas, maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji
regresi ini adalah:
Y = 6.490 + 0,383 X1 - 0,255 X2 + 0,193 X3 + e
Model tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:
a) Nilai konstanta adalah 6.490 ini menunjukkan bahwa, jika variabel
independen (sistem administrasi perpajakan, biaya kepatuhan dan  denda)
81
bernilai nol (0), maka nilai variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) naik
sebesar 6.490 satuan.
b) Koefisien regresi sistem administrasi perpajakan (b1) adalah 0,383 dan
bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami kenaikan
sebesar 0,383 jika nilai variabel X1 mengalami kenaikan satu satuan dan
variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif
menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel sistem
administrasi perpajakan (X1) dengan variabel kepatuhan wajib pajak (Y).
Semakin baik sistem administrasi perpajakan maka semakin tinggi kepatuhan
wajib pajak dalam membayar pajak.
c) Koefisien regresi biaya kepatuhan (b2) adalah -0,255 dan bertanda negatif.
Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami penurunan sebesar -0,225
jika nilai variabel X2 mengalami kenaikan satu satuan dan variabel
independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda negatif menunjukkan
adanya hubungan yang berlawanan arah antara variabel biaya kepatuhan (X2)
dengan variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Semakin tinggi biaya kepatuhan
yang dibebankan kepada wajib pajak, maka semakin rendah tingkat kepatuhan
wajib pajak.
d) Koefisien regresi denda (b3) adalah 0,193 dan bertanda positif. Hal ini berarti,
nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,193 jika nilai variabel X3
mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai
tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah
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antara variabel denda (X1) dengan variabel kepatuhan wajib pajak (Y).
Semakin tinggi denda yang diberikan terhadap wajib pajak yang tidak
membayar pajaknya, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.
2. Uji R2 (Koefisien Determinasi)
Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar
kemampuan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen.
Tabel 4.11 Hasil Uji R
Model Summaryb
Model R RSquare
Adjusted
R
Square
Std.
Error of
the
Estimate
Change Statistics
R Square
Change
F
Change
1 .802a .643 .630 .84160 .643 48.664
a. Predictors: (Constant), SistemAdministrasi, Denda, BiayaKepatuhan
b. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajak
Sumber: Data primer yang diolah, 2015
Berdasarkan tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa nilai R adalah 0,802.
Menurut pedoman interpretasi koefisien korelasi, angka ini termasuk dalam kategori
korelasi berpengaruh sangat kuat karena angkanya diatas 0,75. Hal ini menunjukkan
bahwa sistem administrasi perpajakan, biaya kepatuhan, dan denda berpengaruh
sangat kuat terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Berdasarkan hasil uji koefisien determinai di atas, nilai R square dari model
regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas
(independent) dalam menerangkan variabel terikat (dependent). Dari table di atas
diketahui bahwa nilai R square sebesar 0,643 atau 64,3% hal ini menunjukkan bahwa
variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel denda , biaya
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kepatuhan dan sistem administrasi perpajakan sebesar 64,3 % sedangkan sisanya
35,7 % dapat dijelaskan dengan variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.
3. Hasil Uji Simultan (Uji F)
Uji simultan digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel
bebas secara menyeluruh terhadap variabel terikat dilakukan dengan menggunakan
uji F. Uji ini menggunakan α 5%. Dengan ketentuan, jika signifikansi dari Fhitung <
dari 0,05 maka hipotesis yang diajukan dapat diterima.Hasil pengujiannya sebagai
berikut:
Tabel 4.12 Hasil Uji Simultan (Uji F)
ANOVAb
Model Sum ofSquares Df
Mean
Square F Sig.
1
Regression
103.405 3 34.468 48.664 .000a
Residual
57.371 81 .708
Total
160.776 84
a. Predictors: (Constant), SistemAdministrasi, Denda, BiayaKepatuhan
b. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajak
Sumber : Data yang diolah, 2015
Tabel 4.13 menunjukkan bahwa tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka
diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa denda, biaya kepatuhan dan sistem
administrasi perpajakan secara simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh
lebih kecil dari nilai signifikan 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk
memprediksi tingkat kepatuhan wajib pajak.
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4. Hasil Uji Parsial (Uji t)
Uji parsial digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel
independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan uji t yaitu
dengan melihat nilai signifikansi t hitung, Jika nilai signifikansi t hitung < dari 0,05
maka dapat dikatakan variabel independen tersebut mempunyai pengaruh terhadap
variabel dependen.Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut:
Melalui statistik uji-t yang terdiri dari Sistem Administrasi Perpajakan (X1),
Biaya Kepatuhan (X2), dan Denda (X3) dapat diketahui secara parsial pengaruhnya
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
a) Pengujian Hipotesis Pertama (H1)
Tabel  4.12 menunjukkan bahwa variabel sistem administrasi perpajakan
memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti
H1diterima dan Ho ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa sistem administrasi
perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.Nilai t yang
bernilai 8.156 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap
variabel dependen.
b) Pengujian Hipotesis Kedua (H2)
Tabel 4.11 menunjukkan bahwa variabel biaya kepatuhan memiliki tingkat
signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H2 diterima dan Ho
ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa biaya kepatuhan berpengaruh signifikan
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terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai t yang bernilai -5.319 menunjukkan pengaruh
yang diberikan bersifat negatif terhadap variabel dependen
c) Pengujian Hipotesis Ketiga (H3)
Tabel 4.11 menunjukkan bahwa variabel denda memiliki tingkat signifikan
sebesar 0,004 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H3 diterima dan Ho ditolak
sehingga dapat dikatakan bahwa denda berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak.Nilai t yang bernilai 3.000 menunjukkan pengaruh yang diberikan
bersifat positif terhadap variabel dependen.
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G. Pembahasan
1. Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil uji hipotesis menunjukkan menunjukkan adanya hubungan yang searah
antara variabel sistem administrasi perpajakan dengan variabel kepatuhan wajib
pajak. Wajib pajak cenderung akan membayar pajaknya ketika pelayanan yang
diberikan tergolong prima baik dari segi SDM maupun perbaikan sistem yang lebih
modern. Jadi semakin baik sistem administrasi perpajakan maka semakin tinggi
kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
Penelitian ini sesuai dengan teori behavioural change mengatakan bahwa
ketika ada masalah  yang berkaitan dengan perilaku; harus ada faktor yang
berkontribusi terhadap masalah. Beberapa faktor tersebut adalah pengetahuan, sikap,
niat, dukungan interpersonal, kondisi lingkungan dan organisasi. Teori ini berkaitan
dengan sistem administrasi perpajakan yang mengasumsikan bahwa ketika terjadi
perbaikan pada sistem administrasi perpajakan yang lebih baik dengan kemudahan
penggunaan TI yang disosialisasikan kepada wajib pajak serta sikap interpersonal
yang dibangun oleh petugas pelayanan dengan komunikasi yang baik kepada wajib
pajak yang tetap menjaga dan menghargai hak-hak Wajib Pajak akan mempengaruhi
perilaku wajib pajak terhadap masalah kepatuhan.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arabella Oentari
Fuadi dan Yenni Mangoting (2012) Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan
bahwa kualitas pelayanan petugas pajak secara parsial berpengaruh signifikan
terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul
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Rahman (2014) Berdasarkan penelitian ada hubungan yang signifikan antara
administrasi perpajakan modern dan kepatuhan pajak. Kepuasan wajib pajak terhadap
pelayanan administrasi perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
2. Pengaruh Biaya Kepatuhan  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel biaya kepatuhan berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena
masih banyaknya wajib pajak yang menganggap bahwa biaya yang harus dikeluarkan
dan waktu yang terpakai guna memenuhi kepatuhannya sebagai wajib pajak
memberatkan. Apalagi bagi mereka yang tidak mengetahui cara perhitungan pajak
yang harus dibayarkan. Mereka tentu harus menggunakan jasa akuntan pajak atau
orang lain lebih yang mengetahui. Jadi semakin tinggi biaya kepatuhan wajib pajak,
maka semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
Penelitian ini sesuai dengan teori behavioural change mengatakan bahwa
ketika ada masalah  yang berkaitan dengan perilaku; harus ada faktor yang
berkontribusi terhadap masalah. Beberapa faktor tersebut adalah pengetahuan, sikap,
niat, dukungan interpersonal, kondisi lingkungan dan organisasi. Dalam hal ini
dengan pengetahuan yang memadai wajib pajak mengenai peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku dan biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka
pemenuhan kewajiban pajak akan mempengaruhi sikap perilaku wajib pajak terhadap
masalah kepatuhan.
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Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Emmanuel
Eragbhe dan  Kennedy Prince Modugu (2014). Hasil temuan menunjukkan bahwa
UKM Nigeria menanggung cukup tinggi biaya kepatuhan wajib pajak. Biaya
kepatuhan pajak yang cukup tinggi ini dianggap menghambat inovasi dari UKM
setempat oleh karena itu disarankan agar pengambil kebijakan melakukan penurunan
biaya dengan penyederhanaan dalam prosedur. Penelitian yang dilakukan Nelson
Maseko (2014) juga menunjukkan bahwa, wajib pajak lebih memilih melakukan suap
pajak untuk melaporkan semua urusan pajak mereka karena dengan mengurus urusan
pajaknya sendiri wajib pajak juga akan tetap mengeluarkan biaya . Hal ini
menunjukkan bahwa biaya kepatuhan mempengaruhi wajib pajak untuk menghindari
kepatuhan pajak.
3. Pengaruh Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel denda berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.Hal ini dapat disebabkan wajib pajak
mematuhi pembayaran pajak ketika memandang sanksi denda akan lebih banyak
merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak,
maka akan semakin berat bagi wajib pajak  untuk melunasinya. Jadi semakin tinggi
denda wajib pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam
membayar pajak.
Penelitian ini sesuai dengan teori rational expectation menyatakan bahwa
pembayar pajak (taxpayers) mempertimbangkan probabilitas mereka diperiksa dan
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didenda dalam kasus penggelapan pajak. Menurut teori tersebut, pembayar pajak
hanya akan taat tehadap aturan pajak jika terdapat kemungkinan besar mereka akan
diperiksa dan jika denda pajaknya tinggi.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurlis Islamiah
Kamil (2015) yang menunjukkan bahwa berdasarkan analisis dan pembahasan
penelitian, dapat disimpulkan bahwa Sanksi Pajak (denda) memiliki dampak yang
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang dilakukan
Siti Normala Sheikh Obid (2004) juga menyimpulkan bahwa Pembahasan pada
model teoritis kepatuhan pajak dan bukti empiris menunjukkan bahwa tingkat sanksi
denda dan tingkat deteksi memiliki pengaruh yang signifikan pada peningkatan
kepatuhan.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh sistem
administrasi perpajakan, biaya kepatuhan dan denda terhadap tingkat kepatuhan wajib
pajak orang pribadi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada wajib pajak orang
pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan dapat diambil
kesimpulan bahwa:
1. Sistem administrasi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap tingkat
kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Biaya kepatuhan secara parsial berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib
pajak orang pribadi.
3. Denda secara parsial berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang
pribadi.
.
B. Implikasi Penelitian
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan serta beberapa kesimpulan,
adapun implikasi dari penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk saran-saran yang
dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar dapat mendapatkan hasil yang lebih
baik, yaitu:
1. Untuk KPP Pratama Makassar Selatan agar meningkatkan pelaksanaan sistem
administrasi perpajakan, memperhitungkan biaya kepatuhan yang harus
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dikeluarkan oleh wajib pajak dan keadilan terhadap wajib pajak dengan
memberikan denda bagi WP yang lalai dalam memenuhi kewajibannya.
2. Sebagai tolak ukur untuk mengetahui bagaimana tanggapan wajib pajak
mengenai konsekuensi segala ketentuan yang diberlakukan oleh DJP dengan
pemberlakuan self assessment system.
3. Bagi peneliti selanjutnya:
1. Sampel yang digunakan peneliti masih sedikit dan hanya terbatas pada wajib
pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Selatan. Disarankan
Penelitian selanjutnya dapat menambah serta memperluas wilayah dan jumlah
sampel.
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KUESIONER PENELITIAN
A. IDENTITAS RESPONDEN
1. Nomor responden : .............................(diisi oleh peneliti)
2. Umur :
1. Antara 20-30 tahun
2. Antara 31-40 tahun
3. Antara 41-50 tahun
4. diatas 50 tahun
3. Jenis kelamin : Laki-Laki/Perempuan*)
4. Pendidikan Terakhir:
1. SD sederajat 5. S1
2. SMP sederajat 6. S2
3. SMU sederajat 7. S3
4. D3 sederajat
5. Lama menjadi Wajib Pajak:
a. 1 - 5 tahun
b. 6 - 10 tahun
c. 11 - 15 tahun
d. 15- 20 tahun
e. diatas 20 tahun
*) coret yang tidak perlu
B. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER
Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan
pengaruh sistem administrasi perpajakan, biaya kepatuhan dan denda terhadap
kepatuhan wajib pajak orang pribadi . Mohon Bapak/Ibu Beri tanda checklist  (٧
pada kotak jawaban yang dianggap tepat.
DATA PENELITIAN:
Keterangan:
1. STS = Sangat Tidak Setuju 4. S = Setuju
2. TS = Tidak Setuju 5. SS = Sangat Setuju
3. R = Ragu-ragu
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DAFTAR PERTANYAAN
KUESIONER MENGENAI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
MODERN
PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN
STS TS R S SS
1. Dengan diterapkannya sistem
administrasi perpajakn modern,
dalam struktur organisasi pada
KPP pekerjaan fiskus dalam
melayani Wajib Pajak
mengalami perubahan
2. Account Representative telah
melakukan fungsinya
sebagaimana semestinya yaitu
membimbing Wajib Pajak
dalam melaksanakan
kewajiban perpajakannya
3. Adanyanya Account
Representative yang melayani
dan memeberikan konsultasi
kepada Wajib Pajak membantu
Wajib Pajak dalam menjawab
permasalahan perpajakan
4. Sistem administrasi perpajakn
modern (digitalisasi: e-SPT, e-
filling) sudah benar-benar
dimanfaatkan demi kemudahan
pemenuhan kewajiban
perpajakan
5. Pembayaran secara
online(teller bank, internet
banking, ATM) memudahkan
wajib pajak karena prosesnya
cepat
6. Sistem pelaporan pajak secara
elektronik dapat memberikan
kemudahan bagi Wajib Pajak
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7. Aparat pajak mampu
memberikan informasi yang
dibutuhkan oleh Wajib Pajak
mengenai perpajakan
8. Dalam merespon permasalahan
dan memberikan informasi
kepada wajib pajak, petugas
memberikan informasi/
penjelasan secara lengkap
sehingga Wajib Pajak dapat
mengerti dengan baik
9. Aparat pajak memberikan
pelayanan yang sama terhadap
semua Wajib Pajak (tanpa
memandang besar kecilnya
pajak terutang)
10
.
Menggunakan sistem
administrasi perpajakan
modern dalam menyampaikan
SPT memudahkan Wajib Pajak
dalam melakukan pajak
KUESIONER MENGENAI BIAYA KEPATUHAN
PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN
ST
S
TS R S SS
1. Biaya cash money (uang tunai)
yang dikeluarkan Wajib Pajak
dalam rangka pemenuhan
kewajiban pajak tidak
memberatkan Wajib Pajak
2. Biaya untuk membayar akuntan
pajak tidak memberatkan Wajib
Pajak.
3. Waktu yang terpakai oleh Wajib
Pajak dalam melakukan
pemenuhan kewajiban pajak tidak
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memberatkan Wajib Pajak
4. Waktu yang digunakan untuk
membaca formulir SPT dan buku
petunjuknya tidak memberatkan
Wajib Pajak
5. Waktu yang digunakan untuk
berkonsultasi dengan akuntan atau
konsultan pajak dalam mengisi SPT SPT
tidak memberatkan Wajib Pajak
KUESIONER MENGENAI DENDA
PERNYATAAN
PILIHAN JAWABAN
STS TS R S SS
1. Sudah sepantasnya
keterlambatan menyampaikan
dan membayar pajak tidak di
ampuni dan harus di kenakan
denda
2. Pengenaan sansi denda bunga
terhadap Wajib Pajak yang
lalai membayar pajak harus
dilakukan oleh Wajib Pajak
yang bersangkutan
3. Sanksi denda yang diberikan
kepada Wajib Pajak harus
sesuai dengan besar kecilnya
pelanggaran yang sudah
dilakukan
4. Penerapan sanksi denda >
100.000 yang diberikan kepada
Wajib Pajak yang tidak tepat
membayar pajak memberatkan
Wajib Pajak.
99
KUESIONER MENGENAI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
PERNYATAAN
PILIHAN JAWABAN
STS TS R S SS
1. Untuk mendapatkan NPWP
saya mendaftar diri secara
sukarela ke (KPP) Kantor
Pelayanan Pajak
2. Saya mengisi SPT sesuai
dengan ketentuan perundang-
undangan dan
menyampaikannya dengan
tepat waktu
3. Saya menyampaikan SPT ke
Kantor Pajak tepat waktu
sebelum batas akhir
penyampaian SPT
4. Saya selalu menghitung pajak
dengan jumlah yang benar dan
membayarnya dengan tepat
waktu
5. Saya akan membayar
kekurangan pajak yang ada
sebelum dilakukannya
pemeriksaan dan bersedia
memberikan data dalam
membantu proses pemeriksaan
pajak
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Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X1)
SAP1 SAP2 SAP3 SAP4 SAP5 SAP6 SAP7 SAP8 SAP9 SAP10 TX3
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 47
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49
4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 47
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 46
4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 44
4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 47
4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 48
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 45
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 44
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 47
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 49
4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 45
4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 48
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49
4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 48
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 49
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 49
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 47
4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 48
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49
4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 44
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49
101
4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 48
4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 46
4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 48
4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 47
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 49
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 49
4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 46
4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 43
4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 48
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 47
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 46
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 48
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49
4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 46
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 49
4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 46
4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 45
4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 46
4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 44
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 46
5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 47
4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 45
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 49
4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 42
4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 48
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 48
5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 49
4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 47
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4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 46
5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 48
4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 46
4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 47
4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 43
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 48
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 49
5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 48
5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 48
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
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Biaya Kepatuhan (X2)
BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 TX2
4 4 4 3 3 18
4 5 5 5 5 24
4 5 5 5 4 23
4 4 4 4 4 20
4 4 3 3 3 17
4 4 4 4 4 20
4 4 4 4 4 20
4 4 4 5 4 21
4 4 4 4 4 20
4 5 5 5 4 23
4 5 4 4 5 22
4 4 4 3 3 18
4 4 4 4 4 20
4 4 4 4 4 20
4 4 3 4 3 18
4 4 3 3 3 17
4 4 3 4 3 18
4 4 5 4 4 21
4 4 4 4 4 20
4 4 3 4 3 18
4 4 4 4 4 20
4 4 4 4 4 20
5 4 3 3 3 18
4 4 3 4 4 19
5 4 4 4 4 21
4 4 4 4 4 20
4 4 3 4 3 18
5 4 4 4 4 21
4 4 4 3 3 18
4 5 4 4 3 20
4 4 3 4 4 19
4 4 4 4 4 20
4 4 4 3 3 18
4 4 4 4 3 19
4 5 4 4 4 21
4 4 4 3 3 18
104
4 4 4 4 3 19
4 4 4 4 4 20
4 4 3 4 3 18
5 5 4 4 4 22
4 4 4 3 3 18
4 5 4 4 4 21
4 4 4 4 4 20
4 4 3 4 3 18
5 4 4 4 4 21
4 4 3 4 3 18
5 4 4 4 4 21
4 4 4 4 4 20
4 4 4 4 5 21
4 4 4 4 3 19
4 4 3 3 3 17
4 5 4 4 4 21
4 4 3 3 3 17
4 5 4 4 5 22
4 4 3 4 3 18
4 4 3 3 3 17
5 5 4 5 4 23
4 4 3 3 4 18
5 4 4 5 5 23
4 4 4 4 4 20
4 4 4 4 5 21
5 5 4 4 5 23
4 4 4 3 3 18
4 4 4 4 5 21
4 4 4 4 5 21
5 4 4 4 5 22
5 5 5 5 5 25
4 4 4 3 3 18
5 4 5 4 4 22
4 4 4 4 5 21
4 4 4 4 4 20
4 4 5 4 5 22
5 4 5 5 5 24
4 4 4 4 5 21
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4 4 4 4 4 20
4 4 4 5 4 21
4 4 5 5 5 23
4 4 5 4 5 22
4 4 4 4 4 20
5 5 5 5 5 25
5 5 5 5 5 25
4 4 5 4 4 21
4 4 4 5 4 21
4 4 4 4 4 20
4 4 3 3 4 18
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Denda (X3)
D1 D2 D3 D4 TX1
5 5 5 5 20
5 4 5 5 19
5 5 5 5 20
5 4 4 5 18
5 5 5 5 20
5 5 5 5 20
5 4 5 5 19
5 5 5 5 20
5 5 5 5 20
5 4 5 5 19
5 4 4 4 17
5 5 5 5 20
5 5 5 5 20
5 4 5 5 19
5 5 5 5 20
5 4 5 5 19
5 5 5 5 20
5 4 5 5 19
5 5 5 5 20
5 4 5 5 19
4 4 4 4 16
4 4 4 4 16
5 5 5 5 20
5 4 5 5 19
4 4 5 4 17
5 4 5 5 19
5 4 5 5 19
5 5 5 5 20
5 4 5 5 19
5 4 4 5 18
5 4 4 5 18
5 5 5 5 20
5 5 5 5 20
5 4 5 5 19
5 4 4 4 17
5 5 5 5 20
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5 4 5 5 19
5 4 5 5 19
5 4 5 5 19
5 4 4 4 17
5 4 5 5 19
5 4 5 4 18
5 4 5 5 19
5 4 4 4 17
5 4 5 5 19
5 5 5 5 20
5 5 5 5 20
5 5 5 5 20
5 4 4 4 17
4 4 4 4 16
4 4 4 4 16
4 4 4 4 16
5 5 5 5 20
4 4 5 4 17
5 5 5 5 20
4 4 4 4 16
5 4 4 5 18
5 4 4 5 18
5 5 5 5 20
5 5 5 5 20
4 4 4 4 16
5 5 5 5 20
4 5 5 5 19
5 5 5 5 20
4 4 4 4 16
5 4 5 5 19
5 4 4 4 17
4 4 4 4 16
4 4 4 4 16
5 4 5 5 19
5 5 5 5 20
5 5 5 5 20
5 5 5 5 20
5 4 5 5 19
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5 4 4 5 18
5 4 5 4 18
5 5 5 5 20
4 4 4 4 16
5 4 4 5 18
4 4 4 4 16
5 5 5 5 20
4 4 4 4 16
5 4 4 5 18
5 5 4 5 19
5 5 5 5 20
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KEPATUHAN WPOP (Y)
KWP1 KWP2 KWP3 KWP4 KWP5 TY
5 5 5 5 5 25
5 4 4 4 5 22
5 4 5 5 5 24
5 5 5 5 5 25
5 4 5 5 5 24
5 4 5 5 5 24
5 5 5 5 5 25
4 4 5 5 5 23
5 4 4 4 5 22
5 4 4 4 5 22
5 4 4 4 5 22
5 4 5 5 5 24
5 4 4 5 5 23
5 4 5 5 5 24
5 5 5 5 5 25
5 4 4 5 5 23
5 5 5 5 5 25
5 5 5 5 5 25
5 4 4 5 5 23
5 5 5 5 5 25
5 4 5 5 5 24
4 4 4 4 5 21
5 4 5 5 5 24
5 5 5 5 5 25
5 4 5 5 5 24
5 4 4 5 5 23
5 4 5 5 5 24
5 5 5 5 5 25
5 4 5 5 5 24
5 4 4 5 5 23
5 4 4 4 5 22
5 4 5 5 5 24
5 5 5 5 5 25
5 4 5 5 5 24
5 4 4 4 5 22
5 4 5 5 5 24
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5 4 5 5 5 24
4 4 5 5 4 22
5 4 5 5 5 24
5 4 4 5 5 23
5 5 5 5 5 25
5 5 5 5 5 25
5 4 5 5 5 24
5 5 5 5 5 25
5 4 4 5 5 23
5 4 5 5 5 24
5 4 4 4 5 22
5 4 5 5 5 24
5 5 5 5 5 25
5 4 4 4 5 22
5 5 5 5 5 25
5 4 4 4 5 22
5 5 5 5 5 25
5 4 4 4 5 22
5 5 5 5 5 25
5 4 5 5 5 24
5 4 4 4 4 21
5 4 5 5 5 24
5 4 4 5 5 23
5 4 4 5 5 23
5 4 4 4 4 21
5 4 4 5 5 23
5 4 4 5 5 23
5 4 5 5 5 24
5 4 4 5 5 23
4 4 4 5 5 22
4 4 4 4 4 20
5 4 4 5 5 23
4 4 4 4 4 20
5 4 4 5 5 23
4 4 4 4 4 20
5 4 4 5 5 23
5 4 5 5 5 24
5 4 4 4 4 21
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5 4 4 5 5 23
5 4 4 5 5 23
5 4 5 5 5 24
5 4 4 4 5 22
4 4 4 4 4 20
5 4 4 4 5 22
4 4 4 4 5 21
5 4 4 4 5 22
5 4 5 4 5 23
5 4 5 5 5 24
5 5 5 5 5 25
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 Uji  Validitas
a. Sistem Administrasi Perpajakan (X1)
Correlations
SAP1 SAP2 SAP3 SAP4 SAP5 SAP6 SAP7 SAP8 SAP9 SAP10 TX3
S
A
P
1
Pearson Correlation 1 .482** .527** .355** -.067 .240* .093 .048 -.071 .490** .685**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .542 .027 .397 .662 .519 .000 .000
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
S
A
P
2
Pearson Correlation .482** 1 .776** .522** .302** .146 .068 -.008 -.080 .290** .749**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .005 .183 .534 .943 .467 .007 .000
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
S
A
P
3
Pearson Correlation .527** .776** 1 .673** .185 .246* .130 .038 -.027 .334** .804**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .089 .023 .235 .728 .804 .002 .000
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
S
A
P
4
Pearson Correlation .355** .522** .673** 1 .373** .323** .080 .116 .053 .339** .741**
Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .000 .003 .468 .290 .633 .002 .000
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
S
A
P
5
Pearson Correlation -.067 .302** .185 .373** 1 .095 .080 .116 .350** -.012 .394**
Sig. (2-tailed) .542 .005 .089 .000 .386 .468 .290 .001 .910 .000
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
S
A
P
6
Pearson Correlation .240* .146 .246* .323** .095 1 .104 .141 .239* .212 .472**
Sig. (2-tailed) .027 .183 .023 .003 .386 .343 .197 .028 .052 .000
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
S
A
P
7
Pearson Correlation .093 .068 .130 .080 .080 .104 1 .861** .417** -.210 .290**
Sig. (2-tailed) .397 .534 .235 .468 .468 .343 .000 .000 .054 .007
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
S Pearson Correlation .048 -.008 .038 .116 .116 .141 .861** 1 .494** -.180 .273*
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b. Biaya Kepatuhan
Correlations
BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 TX2
BK1 Pearson Correlation 1 .271* .251* .293** .309** .522**
Sig. (2-tailed) .012 .021 .007 .004 .000
N 85 85 85 85 85 85
BK2 Pearson Correlation .271* 1 .353** .399** .309** .585**
Sig. (2-tailed) .012 .001 .000 .004 .000
N 85 85 85 85 85 85
BK3 Pearson Correlation .251* .353** 1 .531** .585** .793**
A
P
8
Sig. (2-tailed) .662 .943 .728 .290 .290 .197 .000 .000 .099 .011
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
S
A
P
9
Pearson Correlation -.071 -.080 -.027 .053 .350** .239* .417** .494** 1 -.035 .258*
Sig. (2-tailed) .519 .467 .804 .633 .001 .028 .000 .000 .748 .017
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
S
A
P
1
0
Pearson Correlation .490** .290** .334** .339** -.012 .212 -.210 -.180 -.035 1 .552**
Sig. (2-tailed) .000 .007 .002 .002 .910 .052 .054 .099 .748 .000
N
85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
T
X
3
Pearson Correlation .685** .749** .804** .741** .394** .472** .290** .273* .258* .552** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .007 .011 .017 .000
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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Sig. (2-tailed) .021 .001 .000 .000 .000
N 85 85 85 85 85 85
BK4 Pearson Correlation .293** .399** .531** 1 .579** .804**
Sig. (2-tailed) .007 .000 .000 .000 .000
N 85 85 85 85 85 85
BK5 Pearson Correlation .309** .309** .585** .579** 1 .836**
Sig. (2-tailed) .004 .004 .000 .000 .000
N 85 85 85 85 85 85
TX2 Pearson Correlation .522** .585** .793** .804** .836** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000
N 85 85 85 85 85 85
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
c. Denda
Correlations
D1 D2 D3 D4 TX1
D1 Pearson Correlation 1 .322** .495** .723** .765**
Sig. (2-tailed) .003 .000 .000 .000
N 85 85 85 85 85
D2 Pearson Correlation .322** 1 .507** .485** .741**
Sig. (2-tailed) .003 .000 .000 .000
N 85 85 85 85 85
D3 Pearson Correlation .495** .507** 1 .644** .831**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000
N 85 85 85 85 85
D4 Pearson Correlation .723** .485** .644** 1 .879**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000
115
N 85 85 85 85 85
TX1 Pearson Correlation .765** .741** .831** .879** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000
N 85 85 85 85 85
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
d. Kepatuhan Wajib Pajak
Correlations
KWP1 KWP2 KWP3 KWP4 KWP5 TY
KWP1 Pearson Correlation 1 .178 .212 .307** .544** .568**
Sig. (2-tailed) .102 .052 .004 .000 .000
N 85 85 85 85 85 85
KWP2 Pearson Correlation .178 1 .489** .316** .167 .652**
Sig. (2-tailed) .102 .000 .003 .126 .000
N 85 85 85 85 85 85
KWP3 Pearson Correlation .212 .489** 1 .593** .261* .802**
Sig. (2-tailed) .052 .000 .000 .016 .000
N 85 85 85 85 85 85
KWP4 Pearson Correlation .307** .316** .593** 1 .439** .794**
Sig. (2-tailed) .004 .003 .000 .000 .000
N 85 85 85 85 85 85
KWP5 Pearson Correlation .544** .167 .261* .439** 1 .620**
Sig. (2-tailed) .000 .126 .016 .000 .000
N 85 85 85 85 85 85
TY Pearson Correlation .568** .652** .802** .794** .620** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000
N 85 85 85 85 85 85
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Correlations
KWP1 KWP2 KWP3 KWP4 KWP5 TY
KWP1 Pearson Correlation 1 .178 .212 .307** .544** .568**
Sig. (2-tailed) .102 .052 .004 .000 .000
N 85 85 85 85 85 85
KWP2 Pearson Correlation .178 1 .489** .316** .167 .652**
Sig. (2-tailed) .102 .000 .003 .126 .000
N 85 85 85 85 85 85
KWP3 Pearson Correlation .212 .489** 1 .593** .261* .802**
Sig. (2-tailed) .052 .000 .000 .016 .000
N 85 85 85 85 85 85
KWP4 Pearson Correlation .307** .316** .593** 1 .439** .794**
Sig. (2-tailed) .004 .003 .000 .000 .000
N 85 85 85 85 85 85
KWP5 Pearson Correlation .544** .167 .261* .439** 1 .620**
Sig. (2-tailed) .000 .126 .016 .000 .000
N 85 85 85 85 85 85
TY Pearson Correlation .568** .652** .802** .794** .620** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000
N 85 85 85 85 85 85
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
 Uji Reliabilitas
a. Sistem Administrasi Perpajakan
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha N of Items
.739 10
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b. Biaya  Kepatuhan
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha N of Items
.763 5
c. Denda
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 85 100.0
Excludeda 0 .0
Total 85 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha N of Items
.814 4
d. Kepatuhan Wajib Pajak
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha N of Items
.726 5
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Hasil Uji Asumsi Klasik
 Uji Normalitas
 Uji Multikolinieritas
Coefficientsa
Model
Collinearity Statistics
Tolerance VIF
1
(Constant)
Sistem Adm
Perpajakan 0.928 1.078
Biaya Kepatuhan
0.935 1.070
Denda
0.966 1.036
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib pajak
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 Uji Heterokedastisitas
Hasil Uji Hipotesis
 Uji R square
Model Summaryb
Mod
el R
R
Square
Adjusted R
Square
Std. Error
of the
Estimate
Change Statistics
R Square
Change
F
Change df1 df2
Sig. F
Change
1 .802a .643 .630 .84160 .643 48.664 3 81 .000
a. Predictors: (Constant), SistemAdministrasi, Denda,
BiayaKepatuhan
b. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajak
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 Uji Regresi Linier Berganda dan Uji t (Parsial)
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta
1
(Constant)
6.490 2.813 2.307 .024
SistemAdministrasi .383 .047 .562 8.156 .000
BiayaKepatuhan -.255 .048 -.365 -5.319 .000
Denda .193 .064 .203 3.000 .004
a. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajak
 Uji F (Simultan)
ANOVAb
Model Sum ofSquares Df
Mean
Square F Sig.
1
Regression
103.405 3 34.468 48.664 .000a
Residual
57.371 81 .708
Total
160.776 84
a. Predictors: (Constant), SistemAdministrasi, Denda, BiayaKepatuhan
b. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajak
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